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 ABSTRAK 
 
UU ITE terbit sebagai jaminan kepastian hukum terhadap informasi dan 
transaksi elektronik. Namun, UU ITE ini justru mengancam dan berpotensi 
membatasi kebebasan berekspresi. Pasalnya jika ada seseorang yang merasa 
tersinggung dengan tulisan atau kicauan di dunia maya, dengan mudah dia 
menggunakan pasal ini untuk menjerat si pembuatnya. Sekedar curhat, keluhan, 
atau kritik bisa dengan mudah diseret ke ranah pidana. Tak jarang, undang undang 
ini juga digunakan sebagai senjata politik untuk menjatuhkan lawan. Hal ini 
terlihat dari tingginya pelaporan kasus di tahun politik. UU ITE semestinya 
digunakan untuk melindungi publik, namun yang terjadi malah sebaliknya, ia 
menjadi alat melawan publik. 
Permasalahan yang diteliti dalam penulisan ini yakni bagaimana penyebar 
kebencian di jejaring sosial menurut Undang-Undang No.19 Tahun 2016 (ITE) 
dan bagaimana tinjauan fiqh siyasah terhadap Undang-Undang No.19 Tahun 2016 
(ITE) tentang penyebar kebencian di jejaring sosial. Tujuan dari penelitian skripsi 
ini adalah mengkaji bagaimana jalannya proses Undang-Undang No.19 Tahun 
2016 (ITE) dan meninjau pandangan fiqh siyasah terhadap Undang-Undang 
No.19 Tahun 2016 (ITE) tentang penyebar kebencian di jejaring sosial. 
Jenis penelitian skripsi ini termasuk penelitian kepustakaan (Library 
Research). Metode pengumpulan data dilakukan dengan studi dokumen yaitu data 
yang diteliti dalam suatu penelitian dapat berwujud data yang diperoleh melalui 
bahan-bahan kepustakaan yang berhubungan dengan permasalahan penyebar 
kebencian. Serta dianalisis dengan menggunakan metode induktif. 
Hasil penelitian ini ditermukan dan disimpulkan bahwa penyebar kebencian 
di Jejaring Sosial Menurut Undang-undang No.19 Tahun 2016 (ITE) adalah 
menyebarkan informasi yang bertujuan untuk menibulkan rasa kebencian, 
penghinaan/pencemaran nama baik, serta menyebarkan berita bohong/hoax. 
Dalam kasus diatas pelaku kejahatan bisa di jerat maksimal 6 tahun penjara dan 
denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu miliyar rupiah). 
Tinjauan Fiqh Siyasah terhadap Undang-undang No.19 tahun 2016 tentang 
penyebar kebencian di jejaring sosial adalah jika Undang-undang No.19 Tahun 
2016 (ITE) ini dapat menimbulkan dosa dan pelanggaran maka pelaku dapat 
menerima hukuman ta‟zir. Hukuman ta‟zīr dapat dijatuhi apabila hal itu 
dikehendaki oleh kemaslahatan umum, meskipun perbuatannya bukan maksiat, 
melainkan pada awalnya mubah. Perbuatan yang termasuk kelompok ini tidak 
bisa ditentukan, karena perbuatan tersebut tidak diharamkan karena zatnya, 
melainkan karena sifatnya. Apabila sifat tersebut ada maka perbuatannya 
diharamkan, dan dikenakannya hukuman atas perbuatan tersebut adalah 
membahayakan atau merugikan kepentingan umum. Apabila dalam suatu 
perbuatan terdapat unsur merugikan kepentingan umum maka perbuatan tersebut 
dianggap jarīmah dan pelaku dikenakan hukuman. 
 
  
   
   
 MOTTO 
 
 ْنَع  ِْبَأ  ْد يِعَس ِْر  ُد  لْا ي َْيِضَر ُْللا و نَع َْلَاق : ُْت عَِسَ َْل وُسَر ِْللا ص. ُْل وُق َي : )  ْنَم 
ی َاَر  ْمُك نِم ًارَك نُم ُْه يرَغ ُي ل َف ِْهِدَِيب َِْإف ْن  َْل  ْعِطَت  سَي ِِْوناَسِلِبَف  ْنَمَو  َْل  ْعِطَت  سَي ِْوِب لَقِبَف َْكِلَذَو 
ُْفَع ض َا ِْءلا ا ِْنَا  يْ (ُْهاَوَر مِل  سُم) 
 
Dari Abu Said Al-Khudri R.A berkata: Saya mendengar Rasulullah SAW\ 
bersabda: "Barangsiapa diantara engkau semua melihat sesuatu kemungkaran, 
maka hendaklah mengubahnya itu dengan tangannya (dengan kekuasaannya), 
jikalau tidak dapat dengan kekuasaannya, maka dengan lisannya (dengan jalan 
menasihati orang yang melakukan kemungkaran tadi) dan jikalaui tidak dapat 
juga dengan lisannya, maka dengan hatinya (maksudnya hatinya mengingkari 
serta tidak menyetujui perbuatan itu. Yang sedemikian itu (yakni dengan hati 
saja) adalah selemah-lemahnya iman." (H.R. Muslim).
1
 
  
                                                             
1
Imam An-Nawawi, Riyadussalihin (Damasyk: Dar As-Syam, 618 H/ 1264M), Dicetak 
Oleh: CV. Pustaka Assalam, h. 81. 
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 BAB I   
PENDAHULUAN 
A. Penegasan Judul 
Penegasan judul digunakan untuk mendapat pengertian yang tepat untuk 
memahami maksud yang terkandung dalam judul. Sebelum memasuki 
pembahasan, terlebih dahulu penulis akan memaparkan maksud penulisan judul 
ini dikarenakan untuk menghindari pembahasan yang meluas serta menghindari 
kesalahpahaman pembaca dalam memahami istilah yang dipakai. Adapun 
istilah yang perlu dijelaskan dari skripsi yang berjudul ”TINJAUAN FIQH 
SIYASAH TERHADAP PENYEBAR KEBENCIAN DI JEJARING SOSIAL 
MENURUT UNDANG-UNDANG NO.19 TAHUN 2016 TENTANG 
INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK”, sebagai berikut : 
Fiqh Siyasah adalah aspek hukum islam yang membicarakan pengaturan 
dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai 
kemaslahhatan bagi manusia itu sendiri.
2
 
Undang-Undang No.19 Tahun 2016 adalah ketentuan yang berlaku 
untuk setiap orang yang melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur 
dalam Undang-Undang ini, baik yang berada di wilayah hukum Indonesia 
maupun di luar wilayah hukum Indonesia, yang memiliki akibat hukum di 
wilayah hukum Indonesia dan/atau di luar wilayah hukum Indonesia dan 
merugikan kepentingan Indonesia.
3
 
                                                             
2
Muhammad Iqbal ,Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam, (Jakarta: 
Prenadamedia, 2014) h. 4. 
3Roni Pratriadi, “Tentang UU ITE” (On-line), tersedia di :http://undang-undang-
ite.blogspot.co.id/ (29 mei 2019). 
 Penyebar Kebencian adalah tindakan komunikasi yang dilakukan oleh 
suatu individu atau kelompok dalam bentuk provokasi, hasutan, ataupun hinaan 
kepada individu atau kelompok yang lain dalam hal berbagai aspek seperti ras, 
warna kulit, etnis, gender, kewarganegaraan, agama, dan lain-lain.
4
 
Jejaring Sosial adalah sarana yang digunakan oleh orang-orang untuk 
berinteraksi satu sama lain dengan cara menciptakan, berbagi, serta bertukar 
informasi dan gagasan dalam sebuah jaringan dan komunitas virtual.
5
 
Berdasarkan penjelasan beberapa istilah diatas dapat ditegaskan bahwa 
yang dimaksud dengan judul ini adalah sebuah penelitian yang meninjau secara 
mendalam tentang tinjauan Fiqh Siyasah terhadap penyebar kebencian di 
jejaring sosial menurut Undang-undang No.19 Tahun 2016 tentang Informasi 
dan Transaksi Elektronik. 
B. Alasan Memilih Judul 
Adapun alasan-alasan yang mendorong di pilihnya judul skripsi ini 
adalah: 
1. Alasan Objektif 
Meninjau Undang-undang No.19 Tahun 2016 (ITE) tentang penyebar 
kebencian di jejaring sosial. Hal ini disebabkan karena Undang-undang 
tersebut telah membunuh kebebasan berpendapat dan berekspresi 
warganegara. 
                                                             
4Ricky Jordan, “hoax, hate speech dan badan cyber nasional” (On-line), tersedia di   
http;//hmip.fisip.ui.ac.id/hoax-hate-speech-dan-badan-cyber-nasional/(1 juni 2019). 
5
Hendra Juliansah, “Tentang Jejaring Sosial Medsos” (On-line), tersedia di 
:http://tentang-jejaring-sosial-medsos.blogspot.co.id/ (12 November 2019). 
 
 Mendalami dan memperluas wawasan terkait masalah penerapan 
Undang-undang No.19 Tahun 2016 (ITE) tentang penyebar kebencian di 
jejaring sosial menurut fiqh siyasah. 
2. Alasan Subjektif 
Selain alasan diatas yang mendasari di pilihnya judul ini adalah 
sebagai sumbangsih pemikiran bagi penegak hukum dalam pelaksanaan 
penerapan Undang-undang No.19 Tahun 2016 tentang penyebar kebencian 
di jejaring sosial kepada masyarakat. 
Permasaalahan ini belum ada yang membahas khususnya di fakultas 
Syari‟ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, selain itu sebagai 
syarat penulis menyelesaikan strata satu dan sesuai dengan bidang keilmuan 
yang penulis tekuni sebagai mahasiswa Fakultas Syari‟ah Jurusan Siyasah 
(SY). 
C. Latar Belakang Masalah 
Kebebasan berekspresi dan berpendapat merupakan hak setiap individu 
sejak diahirkan yang dijamin oleh konstitusi. Negara Republik Indonesia 
sebagai Negara hukum dan demokratis berwenang untuk mengatur dan 
melindungi pelaksanaannya. Kemerdekaan berpikir dan mengelurakan 
pendapat tersebut diatur dalam perubahan kedua Undang-Undang Dasar 
Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28E ayat (3) : “setiap orang berhak atas 
kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat”6 
                                                             
6
Redaksi Bmedia, UU 1945 & Perubahannya, (Jakarta, Bmedia Imprit Kawan Pustaka, 
2016),h. 33. 
 Undang-undang No.19 Tahun 2016 (ITE) merupakan salah satu 
peraturan dalam hukum positif yang di pergunakan untuk membatasi perbuatan 
perbuatan yang melanggar di media social terkait dengan rasa kebencian. 
Sebagai contoh Pasal 28 ayat (2) UU ITE berbunyi, “setiap orang dengan 
sengaja dan tanpa hak meyebarkan informasi yang ditujukan untuk 
menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok 
masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antargolongan 
(SARA). Terkait pemahaman dari penyebar kebencian itu sendiri, dalam pasal 
tersebut tidak ada pemahaman yang cukup jelas, sehingga Pasal 28 ayat (2) UU 
ITE ini dapat menjadi boomerang untuk memfitnah/menuduh individu ataupun 
kelompok karena penjarbarannya yang masih multitafsir. 
Dalam Islam fitnah/tuduhan merupakan satu perbuatan yang sangat 
tercela karena dengan melakukan fitnah maka kita dapat mencemarkan nama 
baik, menurunkan harga diri orang yang difitnah. Sebuah dalil yang 
menyebutkan larangan fitnah/tuduhan dalam Al-quran adalah : 
                        
                          
             ْ:ةارقبلا(191) 
Artinya : “Dan bunuhlah mereka dimanapun kamu temui mereka, kemudian 
usirlah mereka dari mana mereka telah mengusir kamu, dan fitnah itu 
lebih kejam dari pembunuhan. Dan janganlah kamu perangi mereka 
di Masjidil Haram terkecuali jika mereka perangi kamu di tempat 
tersebut.Jika mereka perangi kamu maka perangilah mereka. 
Demikianlah balasan untuk orang kafir”(QS.Al-Baqarah : 191)7 
 
                                                             
7
Departemen Agama RI, Al-Quran Terjemahan, (Bandung: Syaamil, 2007), h.30. 
 Ayat diatas menunjukkan bahwa fitnah sangat dilarang dalam Islam, 
serta lebih kejam dari pada pembunuhan. Ketentuan Pasal 28 ayat (2) dalam 
Undang-undang No.19 Tahun 2016 (ITE) ini sebagai contoh, pada faktanya 
masih memerlukan penjelasan terkait maksud dari rasa kebencian dan juga 
terkait dengan perbuatan perbuatan yang dianggap melanggar ketentuan pasal 
tersebut. Hal tersebut berguna untuk mencegah adanya pelanggaran terkait hak 
kebebasan berpendapat di media sosial dan juga untuk tidak menimbulkan 
kesan multitafsir atau norma kabur terhadap ketentuan pasal tersebut di masa 
yang akan datang. Hal ini karena setiap perbuatan di media social, 
memungkinkan untuk memberikan pengaruh bagi opini public yang 
berkembang di masyarakat.
8
 
Berdasarkan uraian diatas, bahwa adanya Undang-undang No.19 Tahun 
2016 (ITE) tentang penyebar kebencian di jejaring sosial bisa membunuh 
kebebasan berpendapat dan berekspresi di jejaring sosial dan juga dapat 
menimbulkan adanya fitnah/tuduhan yang menimbulkan dampak negatif bagi 
individu ataupun kelompok. Hal ini bertentangan dengan hukum islam, bahwa 
dilarang untuk memfintah sesama muslim. Maka untuk mengetahui, memahami 
dan juga mengkaji mengenai penerapan Undang-undang No.19 Tahun 2016 
(ITE) terkait penyebar kebencian di jejaring sosial, peneliti tertarik mengangkat 
dan meninjau permasalahan dalam bentuk skripsi dengan judul : “TINJAUAN 
FIQH SIYASAH TERHADAP PENYEBAR KEBENCIAN DI JEJARING 
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 SOSIAL MENURUT UNDANG-UNDANG NO.19 TAHUN 2016 TENTANG 
INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK”. 
D. Fokus Penelitian dan Batasan Masalah 
1. Fokus penelitian yang akan di teliti adalah tinjauan Fiqh Siyasah terhadap 
Undang-Undang No.19 Tahun 2016 tentang penyebar kebencian di jejaring 
sosial yang menyebabkan fitnah. 
2. Batasan Masalah pada penelitian ini terdapat pada pasal 28 Ayat 2  
Undang-Undang ITE tentang penyebar kebencian yang menyebabkan 
fitnah, sehingga tidak akan terjadi masalah yang terlalu lebar dan luas. 
E. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis dapat memberikan 
rumusan masalah sebagai berikut : 
1. Bagaimana penyebar kebencian di jejaring sosial menurut Undang-undang 
No.19 Tahun 2016 (ITE)? 
2. Bagaimana tinjauan Fiqh Siyasah terhadap Undang-undang No.19 Tahun 
2016 (ITE) Tentang Penyebar Kebencian di Jejaring Sosial?  
F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 
Adapun yang menjadi tujuan dalam bahasan penelitian ini, adalah : 
1. Mengkaji bagaimana jalannya proses Undang-undang No.19 Tahun 2016 
(ITE) tentang penyebaran kebencian di jejaring sosial. 
2. Untuk meninjau pandangan fiqh siayasah terhadap Undang-undang No.19 
tahun 2016 (ITE) tentang penyebar kebencian di jejaring sosial. 
Sedangkan kegunaan penelitian ini adalah : 
  
1. Kegunaan secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi sebuah 
skripsi yang dapat ditelaah dan dipelajari lebih lanjut dalam rangka 
pembangunan ilmu hukum Islam, baik oleh mahasiswa ataupun oleh 
masyarakat. 
2. Kegunaan praktis yaitu diharapkan karya ilmiah ini dapat menjadi masukan 
dan refrensi bagi para pihak yang berkepentingan dalam bidang hukum 
serta bagi masyarakat umum yang berminat mengetahui persoalan 
persoalan yang berkaitan dengan fiqh siyasah. 
G. Signifikansi/Manfaat Penelitian 
Manfaat pada penelitian pada kali ini adalah bisa menjadi bahan 
pembelajaran bagi masyarakat umum untuk lebih berhati hati lagi dalam 
menggunakan jejaring sosial, gunakanlah jejaring sosial sebaik mungkin agar 
tidak terjadi dampak negative. 
H. Metode Penelitian 
Metode penelitian adalah suatu cara atau jalan yang digunakan dalam 
mencari, menggali, mengelola, dan membahas data dalam suatu penelitian 
untuk memperoleh data dan sumber dalam penelitian tersebut. Maka penulis 
menggunnakan metode metode sebagai berikut : 
1. Jenis dan Sifat Penelitian 
a. Jenis Penelitian 
Dilihat dari jenis penelitian ini termasuk penelitian kepustakaan 
yaitu penelitian yang dilaksanakan dengan menggunakan literatur 
 (kepustakaan), baik berupa buku, catatan, maupun laporan hasil 
penelitian dari peneliti terdahulu.
9
 
b. Sifat Penelitian 
Penelitian yang digunakan yang digunakan dalam skripsi ini 
bersifat deskriptif analisis, yaitu penelitian yang menuturkan dan 
menguraikan data yang telah ada, kemudian memperoleh kesimpulan.
10
 
Dalam penelitian ini akan digambarkan mengenai Tinjauan Undang-
undang No.19 tahun 2016 tentang penyebar kebencian di jejaring social 
dan bagaimana pandangan fiqh siyasah terhadap Undang-undang No.19 
tahun 2016 tentang penyebar kebencian di jejaring social yang 
menyababkan fitnah. 
2. Sumber Data Penelitian 
Terdapat sumber data penelitian, yaitu : 
a.   Sumber hukum primer yaitu bahan hukum yang bersifat autoriatif 
artinya mempunyai otoritas.
11
 Bahan bahan primer terdiri dari 
perundang undangan, catatan catatan resmi atau risalah dalam 
perundang undangan dan putusan hakim. Dalam tulisan ini sumber 
primer yang digunakan adalah : 
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 1) Undang Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.  
2) Undang Undang No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang 
Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi 
Elektronik. 
b. Sumber Sekunder merupakan sumber yang diperoleh untuk 
memperkuat data yang diperoleh dari data primer yaitu, buku literature 
hukum, jurnal penelitian hukum, laporan penelitian hukum, laporan 
media cetak atau media elektronik.
12
 
3. Tehnik Pengumpulan  
Studi dokumen, yaitu data yang diteliti dalam suatu penellitian dapat 
berwujud data yang diperoleh melalui bahan bahan kepustakaan yang 
berhubungan dengan permasalahan. 
4. Analisis dan Pengolahan Data 
a. Analisis data adalah untuk menyederhanakan data ke dalam bentuk 
yang lebih mudah dibaca dan dipahami serta dimengerti. Analisi data 
dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif, yaitu analisis data 
yang dilakukan dengan cara menguraikan dan menjelaskan data yang 
diteliti diolah secara rinci kedalam bentuk kalimat supaya memperoleh 
gambaran yang jelas dan mudah menelaahnya, sehingga ahirnya dapat 
ditarik kesimpulan.
13
 Kesimpulan dari hasil analisis ini menggunakan 
metode induktif sebagai untuk menarik kesimpulan pada penulisan ini. 
Metode induktif adalah suatu pengertian pengertian dalam menjawab 
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 permasalahan dari kesimpulan tersebut. Diperoleh dengan berpedoman 
pada cara berfikir induktif, yakni suatu cara berfikir dalam mengambil 
kesimpulan berdasarkan data data yang bersifat khusus dan kemudian 
disimpulkan secara umum. Dalam analisis data ini penulis telah 
memperoleh data literature, perundang undangan, dan contoh kasus 
yang berkaitan. Kemudian data tersebut diolah dan akan diperoleh 
gambaran apakah suatu aturan telah bertentangan dengan aturan 
lainnya, apakah penanganan ajaran ujaran kebencian yang terjadi dapat 
berjalan sesuai dengan perundang undangan yang berlaku. 
b. Pengolahan Data menggunakan data kepustakaan, yaitu penelitian yang 
dilakukan dengan mempelajari materi materi bacaan berupa literature, 
buku buku ilmiah, catatan hasil inventarisasi bahan hukum, perundang 
undangan yang berlaku dan bahan lain dalam penelitian ini. 
  
 BAB II 
FIQH SIYASAH DAN FITNAH 
A. Kajian Fiqh Siyasah 
Kata fiqh berasal dari kata faqaha-yafqahu-fiqhan. Secara bahasa, 
pengertian fiqh yaitu “paham yang mendalam”. Imam al-Tirmidzi, seperti 
dikutip Amir Syarifuddin, menyebut “fiqh tentang sesuatu” berati mengetahui 
batinnya sampai kep ada kedalamannya.
14
 Fiqh merupakan bentuk mashdar 
dari tashrifan kata fiqha-yafaqhu-fiqhan yang berarti pemahaman yang 
mendalam   serta akurat sehingga dapat memahami tujuan ucapan dan atau 
tindakan tertentu. 
Kata fiqh secara arti kata berarti: “paham yang mendalam”. Semua kata 
“fa qa ha” yang terdapat didalam al-Quran. Bila “paham” dapat digunakan 
untuk hal-hal yang bersifat lahirlah, maka fiqh berati paham yang 
menyampaikan ilmu zhahir kepada ilmu batin. Karena itulah al-Tirmizi 
menyebutkan “fiqh tentang sesuatu” berati mengetahui batinnya sampai 
kepada kedalamannya.
15
 
Secara etimologis (bahasa) fiqh adalah keterangan tentang pengertian 
dan paham dari maksud ucapan sipembicara, atau pemahaman yang mendalam 
terhadap maksud-maksud perkataan dan perbuatan.
16
 
Secara terminologis (istilah), menurut ulama-ulama syara‟ (hukum 
Islam), fiqh adalah pengetahuan tentang hukum-hukum yang sesuai dengan 
syara‟ mengenai amal perbuatan yang diperoleh dari dalil-dalilnya yang 
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 tafshil
17
 (terici, yakni dalil-dalil atau hukum-hukum khusus yang diambil dari 
dasar-dasarnya, al-Quran dan Sunnah). Jadi fiqh menurut istilah adalah 
pengetahuan mengenai hukum agama Islam yang bersumber dari al-Quran dan 
Sunnah yang disusun oleh mujtahid dengan jalan penalaran dan ijtihad. 
Dari definisi ini dapat dipahami bahwa fiqh adalah upaya sungguh-
sungguh dari para ulama (mujtahidin) untuk menggali hukum-hukum syara‟ 
sehingga dapat diamalkan oleh umat Islam. Fiqh disebut juga dengan hukum 
Islam, karena fiqh bersifat ijtihadiyah, pemahaman terhadap hukum syara‟ 
tersebut pun mengalami perubahan dan perkembangan sesuai dengan 
perubahan dan perkembangan situasi dan kondisi manusia itu sendiri. 
Kata “Siyasah” yang berasal dari kata sasa, berati mengatur, mengurus 
dan memerintah; atau pemerintahan, politik dan pembuatan kebijaksanaan. 
Pengertian kebahasaan ini mengisyaratkan bahwa tujuan siyasah adalah 
mengatur, mengurus dan membuat kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat 
politis untuk mencakup sesuatu. 
Kata sasa sama dengan to govern, to lead. Siyasah sama dengan policy 
(of government, corprotion, etc).
18
 Jadi siyasah menurut bahasa mengandung 
beberapa arti, yaitu mengatur, mengurus, memerintah, memimpin, membuat 
kebijaksanaan, pemerintahan dan politik, artinya mengatur, mengurus dan 
membuat kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politis untuk mencapai 
suatu tujuan adalah siyasah. 
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 Kata siyasah terdapat dua pendapat. Pertama, sebagaimana di anut Al-
Maqrizy menyatakan siyasah berasal dari bahasa mongol, yakni dari kata 
yasah yang mendapat imbuhan huruf sin berbasis kasrah diawalnya sehingga 
dibaca siyasah. Pendapat tersebut didasarkan kepada sebuah kitab undang-
undang milik jengish khan yang berjudul ilyasa yang berisi panduan 
pengelolaan negara dengan berbagai bentuk hukuman berat bagi pelaku tindak 
pidana tertentu. Kedua, semisal dianut Ibnu manzhur menyatakan, siyasah 
berasal dari bahasa arab, yakni bentuk mashdar dari tashrifan kata sasa-
yasusu-siyasatun,
19
 yang semula berarti mengatur, memelihara, mengurus, 
yang bersifat kenegaraan dan politis. 
Secara terminologis, Abdul Wahab Khallaf mendefinisikan bahwa 
siyasah adalah “pengaturan perundangan yang diciptakan untuk memelihara 
ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan.”20 Sementara Louis 
Ma‟luf memberikan batasan siyasah adalah “membuat kemaslahatan manusia 
dengan membimbing mereka kejalan kemaslahatan.” 
Adapun Ibn manzhur mendefinisikan siyasah “mengatur atau 
memimpin sesuatu yang mengantarkan manusia kepada kemaslahatan.”21 
Dalam redaksi yang berbeda Husain Fauzy al-Najjar mendefinisikan siyasah 
adalah pengaturan kepentingan dalam pemeliharaan kemaslahatan rakyat serta 
pengambilan kebijakan (yang tepat) demi menjamin terciptanya kebaikan bagi 
mereka. 
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 Secara terminologis dalam Lisan al-Arab, siyasah adalah mengatur atau 
memimpin sesuatu dengan cara yang membawa kepada kemaslahatan.
22
 
Pada prinsipnya definisi-definisi tersebut mengandung persamaan. 
Siyasah berkaitan dengan mengatur dan mengurus manusia dalam hidup 
bermasyarakat dan bernegara dengan membimbing mereka kepada 
kemaslahatan dan menjauhinya dari kemudaratan. 
Berdasarkan pengertian-pengertian diatas dapat ditarik benang merah 
bahwa fiqh siyasah merupakan salah satu aspek hukum Islam yang 
membicarakan pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam 
bernegara demi mencapai kemaslahatan bagi manusia itu sendiri. Dalam fiqh 
siyasah ini, ulama mujtahid menggali sumber-sumber hukum Islam yang 
terkandung didalamnya hubungan dengan kehidupan bernegara dan 
bermasyarakat. 
1. Konsep Negara Dalam Islam 
Prinsip kedaulatan rakyat menjadi latar belakang terciptanya struktur 
dan mekanisme kelembagaan negara dan pemerintahan yang menjamin 
tegaknya sistem hukum dan berfungsinya sistem demokrasi. Dari segi 
kelembagaan, prinsip kedaulatan rakyat itu biasanya diorganisasikan 
melalui sistem pemisahan kekuasaan (separation of power) atau pembagian  
kekuasaan (distribution of power). Sedangkan dalam Islam yang menjadi 
latar belakang terciptanya struktur dan mekanisme kelembagaan negara dan 
pemerintahan adalah berdasarkan prinsip-prinsip tertentu yang di tetapkan 
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 Al-Quran dan Al – Hadist Nabi Muhammad SAW. Prinsip pertama adalah 
bahwa seluruh kekuasaan di alam semesta ada pada Allah karena ia yang  
telah menciptakannya. Prinsip kedua adalah bahwa hukum Islam ditetapkan 
oleh Allah dalam Al-Qur‟an dan Al-Hadist nabi, sedangkan Hadist  
merupakan penjelasan tentang Al-Qur‟an.23 
Dalam sejarah Ketatanegaraan Islam, terdapat tiga badan kekuasaan, 
yaitu : Sulthah al-tasyri‟iyyah (kekuasaan Legislatif), Sulthah al-
thanfidziyah (Kekuasaan Eksekutif), Sulthah al-qadha‟iyyah (Kekuasaan 
Yudikatif). 
a. Tasyri‟iyyah 
Dalam kajian fiqh siyasah, legislasi atau kekuasaan legislative 
disebut juga dengan al-sulthah al-tasyri‟iyah, yaitu kekuasaan 
pemerintah Islam dalam membuat dan menetapkan hukum. Dalam 
wacana fiqh siyasah, istilah al-sulthah al-tasyri‟iyah digunakan untuk 
menunjukan salah satu kewenangan atau kekuasaan pemerintah Islam 
dalam mengatur masalah kenegaraan, di samping kekuasaan eksekutif 
(al-sulthah al- tanfidzhiyah) dan kekuasaan yudikatif (al-sulthah al-
qadha‟iyah). Dalam konteks ini kekuasaan legislative (al-sulthah al-
tasyri‟iyah) berarti kekuasaan atau kewenangan pemerintah Islam untuk 
menetapkan hukum yang akan diberlakukan dan dilaksanakan oleh 
masyarakatnya  berdasarkan ketentuan yang telah diturunkan Allah 
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 SWT dalam syari‟at Islam.24 
Orang-orang yang duduk dalam lembaga legislative ini terdiri 
dari para mujtahid dan ahli fatwa (mufti) serta para pakar dalam 
berbagai bidang. Ada dua fungsi lembaga legislative. Pertama, dalam 
hal-hal ketentuannya, sudah terdapat didalam nash Al-Qur‟an dan 
Sunnah, undang-undang yang dikeluarkan oleh al-sulthah al-tasyri‟iyah 
adalah undang-undang Ilahiyah yang disyari‟atkanNya dalam Al-
Qur‟an dan dijelaskan oleh Nabi SAW. Kedua, melakukan penalaran 
kreatif (ijtihad) terhadap permasalahan yang secara tegas tidak 
dijelaskan oleh nash. 
Kewenangan lain dari lembaga legislative adalah dalam bidang 
keuangan negara. Dalam masalah ini, lembaga legislative berhak 
mengadakan pengawasan dan mempertanyakan pembendaharaan 
negara, sumber devisa dan anggaran pendapat dan belanja yang 
dikeluarkan Negara kepada kepala negara selaku pelaksana 
pemerintahan. 
Unsur-unsur legislasi dalam fiqh siyasah dapat dirumuskan  
sebagai berikut : 
1) Pemerintah sebagai pemegang kekuasaan untuk menetapkan hukum 
yang akan diberlakukan dalam masyarakat Islam. 
2) Masyarakat Islam yang akan melaksnakan. 
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 3) Isi peraturan atau hukum yang sesuai dengan nilai dasar syari'at 
Islam.
25
 
b. Tanfidziyah 
Menurut al-Maududi, lembaga eksekutif dalam Islam dinyatakan 
dengan istilah ul al-amr dan dikepalai oleh seorang Amir atau Khalifah. 
istilah ul al-amr tidaklah hanya terbatas untuk lembaga eksekutif saja 
melainkan juga untuk lembaga legislatif, yudikatif dan untuk kalangan 
dalam arti yang lebih luas lagi. Namun dikarenakan praktek 
pemerintahan Islam tidak menyebut istilah khusus untuk badan-badan 
di bawah kepala negara yang bertugas meng-execute ketentuan 
perundang-undangaaan seperti Diwan al-Kharāj (Dewan Pajak), Diwan 
al-Ahdas (Kepolisian), wali untuk setiap wilayah, sekretaris, pekerjaan 
umum, Diwan al-Jund (militer), sahib al-bait al-māl (pejabat 
keuangan), dan sebagainya yang nota bene telah terstruktur dengan  
jelas sejak masa kekhilafahan Umar bin Khattab maka untuk hal ini 
istilah ul al-amr mangalami penyempitan makna untuk mewakili 
lembaga-lembaga yang hanya berfungsi sebagai eksekutif. Sedang 
untuk Kepala Negara, al-Maududi menyebutnya sebagai Amir dan 
dikesempatan lain sebagai Khalifah.
26
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 Berdasarkan Al-Qur`an dan As-Sunnah, umat  Islam  diperintahkan 
untuk mentaatinya dengan syarat bahwa lembaga eksekutif ini mentaati 
Allah dan Rasul-Nya serta menghindari dosa dan pelanggaran. 
c. Qadha‟iyyah 
Dalam kamus ilmu politik, yudikatif adalah kekuasaan yang 
mempunyai hubungan dengan tugas dan wewenang peradilan. Dan 
dalam konsep Fiqh Siyasah, kekuasaan yudikatif ini biasa disebut 
sebagai Sulthah Qadhaiyyah. Kekuasaan kehakiman adalah untuk 
menyelesaikan perkara-perkara perbantahan dan permusuhan, pidana 
dan penganiayaan, mengambil hak dari orang durjana dan 
mengembalikannya kepada yang punya, mengawasi harta wakaf dan 
persoalan-persoalan lain yang diperkarakan di pengadilan. Sedangkan 
tujuan kekuasaan kehakiman adalah untuk menegakkan kebenaran dan 
menjamin terlaksananya keadilan serta tujuan menguatkan negara dan 
menstabilkan kedudukan hukum kepala negara. 
Penetapan syariat Islam bertujuan untuk menciptakan 
kemaslahatan. Dalam penerapannya (syariat Islam) memerlukan 
lembaga untuk penegakannya. Karena tanpa lembaga (al-Qadha) 
tersebut, hukum- hukum itu tidak dapat diterapkan. Dalam sistem 
pemerintah Islam, kewenangan peradilan  (al-Qadha) terbagi  ke  dalam  
tiga wilayah, yaitu Wilayah Qadha, Wilayah Mazhalim, dan Wilayah 
Hisbah.
27
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 2. Wewenang tasyri‟iyyah, tanfidziyah, dan qadha‟iyyah 
Dalam konteks ini kekuasaan legislative (al-sulthah al-tasyri‟iyah) 
berarti kekuasaan atau kewenangan pemerintah Islam untuk menetapkan 
hukum yang akan diberlakukan dan dilaksanakan oleh masyarakatnya 
berdasarkan ketentuan yang telah diturunkan Allah SWT dalam syari‟at 
Islam. Tugas Al-Sulthah Tanfidziyah adalah melaksanakan undang- undang. 
Disini negara memiliki kewewenangan untuk menjabarkan dan 
mengaktualisasikan perundang-undangan yang telah dirumuskan tersebut. 
Dalam hal ini negara melakukan kebijaksanaan baik yang berhubungan 
dengan dalam negeri maupun yang menyangkut dengan hubungan sesama 
negara (hubungan internasional).
28
 
Adapun tugas As–Sulthah al-qadhai‟iyyah adalah mempertahankan 
hukum dan perundang-undangan yang telah diciptakan oleh lembaga 
legislatif. Dalam sejarah Islam, kekuasaan lembaga ini biasanya meliputi 
wilayah al-hisbah (lembaga peradilan untuk menyelesaikan perkara-perkara 
pelanggaran ringan seperti kecurangan dan penipuan dalam bisnis), wilayah 
al-qadha (lembaga peradilan yang memutuskan perkara-perkara sesama 
warganya, baik perdata maupun pidana), dan wilayah al-mazhalim 
(lembaga peradilan yang menyelesaikan perkara penyelewengan pejabat 
negara dalam melaksanakan tugasnya, seperti pembuatan keputusan politik 
yang merugikan dan melanggar kepentinagn atau hak-hak rakyat serta  
perbuatan pejabat negara yang melanggar hak rakyat). 
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 B. Kajian Fitnah 
1. Fitnah Tanpa Alat Bukti dan Sanksinya 
Pembuktian menurut istilah bahasa Arab berasal dari kata 
"albayyinah" yang artinya suatu yang menjelaskan.
29
Secara etimologi 
berarti keterangan, yaitu segala sesuatu yang dapat menjelaskan hak (benar). 
Dalam istilah teknis, berarti alat bukti dalam sidang pengadilan. Ulama fiqh 
membahas alat bukti dalam persoalan pengadilan dengan segala 
perangkatnya. Dalam fiqh alat bukti disebut juga At-Turuq Al-Isbat.
30
 
Secara terminologis, pembuktian berarti memberikan keterangan 
dengan dalil hingga meyakinkan. Beberapa pakar hukum Indonesia 
memberikan berbagai macam pengertian mengenai pembuktian. Supomo 
misalnya, dalam bukunya Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri 
menerangkan bahwa pembuktian mempunyai arti luas dan arti terbatas. 
Dalam arti luas, pembuktian berarti memperkuat kesimpulan dengan syarat-
syarat bukti yang sah, sedangkan dalam arti terbatas pembuktian itu hanya 
diperlukan apabila yang dikemukakan oleh penggugat itu dibantah oleh 
tergugat. 
Adapun alat-alat bukti (hujjah), ialah sesuatu yang membenarkan 
gugatan. Para fuqaha berpendapat, bahwa hujjah (bukti-bukti) itu ada 6 
macam.
31
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 a. Iqrar (pengakuan) 
b. Syahadah (kesaksian) 
c. Nukul (menolak sumpah) 
d. Qasamah (sumpah) 
e. Keyakinan hakim 
f. Bukti-bukti lainnya yang dapat dipergunakan. 
Selanjutnya akan dijelaskan mengenai Jarīmah, Jarīmah berasal dari 
kata (يمرج) yang sinonimnya ( قطع  و كس ) artinya berusaha dan bekerja. Hanya saja 
pengertian usaha disini khusus untuk usaha yang tidak baik atau usaha yang 
dibenci manusia.
32
 Sedangkan pengertian jarīmah menurut istilah adalah 
perbuatan yang dilarang syara‟ yang diancam dengan hukuman ta‟zīr . 
Ta‟zīr juga diartikan Ar-Radu Wa Al-Man‟u, artinya menolak dan 
mencegah. Secara ringkas dapat dikatakan hukuman Ta‟zīr adalah hukuman 
yang belum ditetapkan oleh syara‟ melainkan diserahkan kepada Ulil Amri, 
baik penentuannya maupun pelaksanaannya.
33
 
Apabila perbuatan itu tidak bertentangan dengan hukum (undang-
undang), artinya hukum tidak melarangnya dan tidak ada hukumannya 
dalam undang- undang maka perbuatan itu tidak dianggap sebagai tindak 
pidana. 
 
Untuk menentukan suatu hukuman terhadap suatu tindak pidana 
dalam hukum Islam, diperlukan unsur normatif dan moral sebagai berikut : 
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 a. Secara yuridis normatif di satu aspek harus di dasari oleh suatu dalil yang 
menentukan larangan terhadap perilaku tertentu dan diancam dengan 
hukuman. Aspek lainnya secara yuridis normatif memiliki unsur materil, 
yaitu sikap yang dapat di nilai sebagai suatu pelanggaran terhadap sesuatu 
yang diprintahkan oleh Allah swt. 
b. Unsur moral, yaitu kesanggupan seseorang untuk menerima sesuatu yang 
secara nyata mempunyai nilai yang dapat dipertanggung jawabkan. 
Dalam hal ini disebut Mukallaf , yaitu orang islam yang sudah baligh dan 
berakal sehat.
34
 Jenis-jenis hukuman yang dijatuhkan terhadap pelaku 
kejahatan dalam Fiqh Jinayah jarīmah di bagi menjadi beberapa macam 
dan jenis sesuai dengan aspek yang ditonjolkan. Pada umumnya, para 
ulama membagi jarīmah berdasarkan aspek berat dan ringannya 
hukuman. Al-Quran dan Al-Hadis. Atas dasar ini mereka membaginya 
menjadi tiga macam, yaitu : 
1) Jarīmah Hudūd 
 
Jarīmah hudūd meliputi perzinahan, qazaf (menuduh zina), 
minum khamr, pencurian, perampokan, pemberontakan, dan murtad. 
2) Jarīmah Qisās atau Diyat 
 
Jarīmah qisās atau diat meliputi pembunuhan sengaja, 
pembunuhan semi sengaja, pembunuhan karena kesalahan, pelukaan 
sengaja, dan pelukaan semi sengaja. 
3) Jarīmah Ta‟zīr 
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 Jarīmah Ta‟zīr adalah jarīmah yang bentuk sanksinya tidak di 
sebutkan di dalam Al-quran dan Hadis. Untuk menentukan jenis dan 
ukuran sanksinya menjadi wewenangan hakim atau penguasa 
setempat. 
Tindak pidana ta‟zīr merupakan tindak pidana yang paling luas 
cakupannya yaitu pelanggaran atau kemaksiatan apa saja selain hudūd dan 
jināyah . Adapun Ciri-ciri Tindak Pidana Ta‟zīr : 
a. Landasan dan ketentuan hukumnya didasarkan oleh ijimah. 
b. Mencakup semua bentuk kejahatan atau kemaksiatan selain hudūd dan 
qisāsh. 
c. Pada umumnya ta‟zīr terjadi pada kasus yang belum ditetapkan ukuran 
sanksinya oleh syara‟ meskipun jenis sanksinya telah tersedia. 
d. Hukuman ditetapkan oleh penguasa atau qadhi (hakim). 
e. Didasari pada ketentuan umum syariat Islam dan kepentingan 
masyarakat secara keseluruhan. 
Berdasarkan pelanggarannya, maka tindak pidana ta‟zīr terbagi 
menjadi 6 kelompok yaitu sebagai berikut : 
a. Pelanggaran terhadap kehormatan diantaranya :  
1) Perbuatan yang melanggar kesusilaan 
2) Perbuatan yang melanggar kesopanan 
3) Perbuatan yang berhubungan dengan suami istri 
4) Perbuatan yang penculikan. 
b. Pelanggaran terhadap kemulian diantaranya : 
 1) Tuduhan palsu. 
2) Pencemaran nama baik. 
3) Penghinaan, hujatan dan celaan. 
c. Perbuatan yang merusak akal yang diantaranya : 
1) Perbuatan yang berhubungan dengan sesuatu dapat merusak akal, 
seperti menjual membeli, membuat, mengedarkan, menyimpan atau 
mempromosikan khamr, narkotika, psikotropika dan sejenisnya. 
2) Menjual bahan-bahan tertentu, seperti anggur, gandum atau apapun 
dengan maksud untuk dibuat khamr oleh pembelinya. 
d. Pelanggran terhadap harta yang diantaranya : 
1) Penipuan dalam masalah muamalat. 
2) Kecurangan dalam perdagangan. 
3) Ghasab (meminjam tanpa izin). 
4) Penghianatan terhadap amanah harta. 
e. Gannguan keamanan, diantaranya : 
1) Berbagai gangguan keamanan terhadap orang lain, selain dalam 
perkara hudūd dan qisāsh. 
2) Menteror, mengancam, atau menakut-nakuti orang lain. 
3) Penyalahgunaan kekuasaan atau jabatan untuk diri sendiri dan 
merugikan orang lain. 
 
f. Subversi atau gangguan terhadap Negara, diantaranya : 
1) Makar, yang tidak melalui pemberontakan. 
 2) Spionase (mata-mata). 
3) Membocorkan rahasia Negara. 35 
Hukuman ta‟zīr dapat dijatuhi apabila hal itu dikehendaki oleh 
kemaslahatan umum, meskipun perbuatannya bukan maksiat, melainkan 
pada awalnya mubah. Perbuatan yang termasuk kelompok ini tidak bisa 
ditentukan, karena perbuatan tersebut tidak diharamkan karena zatnya, 
melainkan karena sifatnya.  
Apabila sifat tersebut ada maka perbuatannya diharamkan, dan 
dikenakannya hukuman atas perbuatan tersebut adalah membahayakan atau 
merugikan kepentingan umum. Apabila dalam suatu perbuatan terdapat 
unsur merugikan kepentingan umum maka perbuatan tersebut dianggap 
jarīmah dan pelaku dikenakan hukuman.  
Akan tetapi apabila dalam perbuatan tersebut tidak terdapat unsur 
merugikan kepentingan umum maka perbuatan tersebut bukan jarīmah dan 
pelakunya tidak dikenakan hukuman. 
Sedangkan bentuk-bentuk hukuman ta‟zīr  itu sendiri menurut ulama‟ 
Abdul Qadir Audah membagi ta‟zīr menjadi tiga bagian. Yaitu sebagai 
berikut: 
a. Jarīmah hudūd dan qisāsh diat yang mengandung unsur subhat atau tidak 
memenuhi syarat, namun sudah dianggap sebagai kejahatan, seperti mati 
subhat, pencurian harta syirkah, pembunuhan ayah terhadap anaknya, 
pencurian bukan harta benda. 
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 b. Jarīmah ta‟zīr dan jenis sanksinya secara penuh menjadi wewenang 
penguasa demi terealisasinya kemaslahatan umat. Dalam hal ini unsur 
akhlak menjadi pertimbangan yang paling utama. Misalnya pelanggaran 
terhadap peraturan lingkungan hidup, lalu lintas, dan pelanggaran 
terhadap pemerintah lainnya. Maka semuanya itu dikenakan hukuman 
ta‟zīr sebagai pembalasan dan pengajaran, dengan kadar hukuman yang 
ditetapkan oleh penguasa.  
c. Jarīmah ta‟zīr yang jenis jarīmahnya telah ditentukan oleh nash. Tetapi 
sanksinya diserahkan pada penguasa seperti sumpah palsu, sanksi palsu, 
mengurangi timbangan, menipu, mengingkari janji, menghianati amanah, 
dan penghinaan.
36
 
Khususnya menurut dalam Jarīmah Ta‟zīr terdapat  bermacam-macam 
hukuman yang ditentukan atau yang telah ditetapkan dan hikmah 
disyariatkannya hukuman Jarīmah Ta‟zīr . Untuk lebih jelasnya berikut 
uraian mengenai macam- macam hukuman dan hikmah disyariaatnya ta‟zīr 
sebagai berikut: 
a. Hukuman Menurut Jarīmah Ta‟zīr. 
1) Hukuman Mati. 
Pada dasarnya hukuman ta‟zīr dalam hukum islam adalah 
hukuman yang bersifat mendidik yang tidak membolehkan 
penghilangan nyawa. Tetapi sebagian besar fuqaha memberikan 
pengecualian yaitu diperbolehkannya hukuman mati apabila 
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 kepentingan umum menghendakinya atau kerusakan yang dilakukan 
pelaku tidak bisa dihindari kecuali dengan membunuhnya, seperti 
menjatuhkan hukuman mati kepada penyeru bid‟ah (pembuat fitnah), 
atau residivis yang berbahaya. Madzhab hanafi juga membolehkan 
sanksi hukuman mati semisal hukuman mati terhadap pelaku yang 
berulang ulang melakukan tindak kejahatan. Contohnya pencurian 
berulang-ulang dan menghina Nabi berkali-kali yang dilakukan oleh 
seorang kafir dzimi yang baru masuk islam. 
2) Hukuman Jilid (cambuk) 
Dikalangan fuqaha terjadi perbedaan tentang batas tertinggi 
hukuman jilid dalam ta‟zīr . Menurut pendapat yang terkenal 
dikalangan ulama Maliki, batas tertinggi diserahkan kepada 
penguasa karena hukuman ta‟zīr di dasarkan atas kemaslahatan 
masyarakat dan atas dasar berat ringannya jarīmah. Imam Abu 
Hanifah dan Muhammad berpendapat bahwa batas tertinggi 
hukuman jilid dalam ta‟zīr adalah 39 kali, dan menurut Abu Yusuf 
adalah 75 kali. Sedangkan di kalangan madzhab Syafi‟i ada tiga 
pendapat.
37
  
Pendapat pertama sama dengan pendapat Imam Abu Hanifah 
dan Muhammad. Pendapat kedua sama dengan pendapat Abu Yusuf. 
Sedangkan pendapat ketiga hukuman jilid pada ta‟zīr boleh lebih 
dari 75 kali, tetapi tidak sampai seratus kali dengan syarat bahwa 
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 jarīmah ta‟zīr yang dilakukan hampir sejenis dengan jarīmah hudūd.  
Pendapat ke empat mengatakan bahwa jilid yang diancam atas 
sesuatu perbuatan jarīmah tidak boleh menyamai hukuman yang 
dijatuhkan terhadap jarīmah lain yang sejenis, tetapi tidak boleh 
melebihi hukuman jarīmah lain yang tidak sejenisnya. Pendapat ke 
lima mengatakan bahwa hukuman ta‟zīr tidak boleh lebih dari 10 
kali. 
Zina hukuman jilidnya seratus kali, qadzaf delapan puluh kali, 
sedangkan syurbul khamar ada yang mengatakan empat puluh kali 
dan ada yang delapan puluh kali. Untuk kasus pencemaran nama 
baik atau penghinaan menurut hadist riwayat Ibnu Abbas bahwa 
Rasulullah pernah mengancam hukuman cambuk sebanyak dua 
puluh kali kepada sesorang yang mengejek orang lain dengan 
sebutan lembek atau banci (HR. Ibnu Majjah).
38
 
3) Hukuman Kawalan (pengasiangan) 
Ada dua macam hukuman kawalan dalam hukum islam. 
Pembagian ini didasarkan pada lama waktu hukuman. Pertama, 
hukuman kawalan terbatas. Batas terendah hukuman ini adalah satu 
hari, sedang batas tertinggi ulama berbeda pendapat Ulama‟ 
Syafi‟iya menetapkan batas tertingginya satu tahun karena mereka 
mempersamakannya dengan pengasingan dalam jarīmah zina.39 
Sementara para ulama lain menyerahkan semuanya pada 
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 penguasa berdasarkan maslahat. Kedua, Hukuman Kawalan tidak 
terbatas. Sesudah disepakati bahwa hukuman kawalan ini tidak 
ditentukan masanya terlebih dahulu, melainkan berlangsung terus 
sampai terhukum mati atau taubat dan baik pribadinya. Orang yang 
dikenakan hukuman ini adalah penjahat yang berbahaya atau orang 
yang berulang-ulang melakukan jarīmah-jarīmah yang berbahaya. 
4) Hukuman Salib 
 
Hukuman Salib sudah dibicarakan dalam jarīmah gangguan 
keamanan (hirabah), dan untuk jarīmah ini hukuman tersebut 
merupakan hukuman hadd. Akan tetapi untuk jarīmah ta‟zīr 
hukuman salib tidak dibarengi atau didahului oleh hukuman mati, 
melainkan terhukum disalib hidup-hidup dan tidak dilarang makan 
minum, tidak dilarang mengerjakan wudhu, tetapi dalam 
menjalankan shalat cukup dengan isyarat. Dalam penyaliban ini, 
menurut fuqaha tidak lebih dari tiga hari.
40
 
5) Hukuman ganti rugi (Gruramah) 
Hukuman ganti rugi ditetapkan juga oleh syari‟at islam 
sebagai hukuman. Antara lain mengenai pencurian buah yang masih 
tergantung dipohonnya, hukumannya dengan lipat dua kali harga 
buah tersebut, disamping hukuman lain yang sesuai dengan 
perbuatannya tersebut. Hukuman yang sama juga dikenakan terhadap 
orang yang menyembunyikan barang hilang. 
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 6) Hukuman pengucilan (al Hajru) 
 
Hukuman pengucilan merupakan salah satu jenis hukuman 
ta‟zīr yang disyariatkan oleh Islam. Dalam sejarah, Rasulullah 
pernah melakukan hukuman pengucilan terhadap tiga orang yang 
tidak ikut serta dalam perang tabuk, yaitu Ka‟ab bin Malik, Miroroh 
bin Rubai‟ah, dan Hilal bin Umaiyah. 
7) Hukuman ancaman (Tahdid) teguran (Tanbih) dan peringatan 
 
Ancaman juga merupakan salah satu hukuman ta‟zīr , dengan 
syarat akan membawa hasil dan bukan hanya ancaman kosong. 
Misalnya dengan ancaman akan dijilid, dipenjarakan atau dihukum 
dengan hukuman yang lain jika pelaku mengulangi tindakannya lagi. 
2. Hikmah disyariatkanya hukuman ta‟zīr 
Islam mensyariatkan hukuman ta‟zīr sebagai tindakan edukatif 
terhadap orang-orang yang berbuat maksiat atau orang-orang yang keluar 
dari tatanan peraturan. Hikmahnya adalah sama dengan hikmah yang 
terdapat dalam hukuman had. Hanya saja hukuman ta‟zīr ini berbeda 
dengan hukuman hadd karena tiga  hal berikut ini:
41
 
1) Pelaksanaan hadd tanpa pandang bulu, lain dengan hukuman ta‟zīr 
yang pelaksanaanya berbeda sesuai dengan kondisi masing-masing 
orang. 
2) Dalam kasus hadd tidak diperkenankan meminta grasi sesudah 
kasusnya dilaporkan kepada sang hakim, sedangkan dalam kasus 
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 hukuman ta‟zīr hal itu diperbolehkan. 
3) Sesungguhnya orang yang mati akibat hukuman ta‟zīr orang yang 
melaksanakannya harus bertanggung jawab terhadap kematiannya. 
Pernah terjadi pada masa kholifah umar menakut-nakuti seorang 
wanita sehingga wanita tersebut mengalami keguguran karena merasa kaget 
dan ketakutan, akhirnya Umar ra. Menanggung diat atas janinnya. 
Dengan demikian bagi siapa saja yang menghina baik dengan terang-
terangan maupun dengan sindiran, maka dia berhak mendapatkan hukuman, 
baik itu hukuman yang paling ringan sampai yang paling berat yang 
nantinya berdasarkan keputusan hakim dan diharapkan hakim memberikan 
hukuman yang adil dan sepantas-pantasnya. Jadi dapat disimpulkan bahwa 
hukuman penghinaan itu 
bermacam-macam hukumannya, yaitu: teguran dan ancaman, dipenjara, 
dijilid (dicambuk) dan dihukum mati.
42
 
2. Arti Fitnah dan Macam-Macam Fitnah 
a. Arti Fitnah 
Dalam kamus besar Bahasa Indonesia, disebutkan bahwa fitnah 
artinya perkataan bohong atau tanpa berdasarkan kebenaran yang 
disebarkan dengan maksud menjelekkan orang atau bisa juga disebut 
berburuk sangka. Kata fitnah berasal dari bahasa arab yang artinya ujian 
dan cobaan.
43
 
Fitnah menurut kamus besar bahasa Arab adalah  
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                                
ْ:ْءايبنلأا(53)ْ
Artinya : ”Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. kami akan 
menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai 
cobaan (yang sebenar-benarnya). dan Hanya kepada kamilah 
kamu dikembalikan” (QS.Al-Anbiya : 35)44 
 
Dalam Ihya Ulumuddin, Imam Ghazali menjelaskan bahwa 
buruk sangka adalah haram sebagaimana ucapan yang buruk. 
Keharaman buruk sangka itu seperti haramnya membicarakan keburukan 
seseorang kepada orang lain. Oleh karena itu tidak diperbolehkan juga 
membicarakan keburukannya kepada diri sendiri atau dalam hati, 
sehingga kita berprasangka buruk kepadanya. Apa yang Al-Ghazali 
maksudkan adalah keyakinan hati bahwa suatu keburukan tertentu 
terdapat pada diri orang lain. Bisikan hati yang hanya terlintas sedikit 
saja maka itu di maafkan. Sedangkan yang dilarang adalah menyangka 
buruk, dimana perasangka adalah sesuatu yang diyakini di dalam hati.
45
 
Sementara menurut Imam Al-Qurthubi menerangkan kepada kita 
bahwasannya buruk sangka itu adalah melemparkan tuduhan kepada 
orang lain tanpa dasar yang benar. Yaitu seperti menuduh orang lain 
melakukan kejahatan, akan tetapi tanpa disertai oleh bukti bukti yang 
membenarkan tuduhan tersebut. Tidaklah semata-mata Rasulullah Saw 
melarang umatnya dari suatu perbuatan tertentu, kecuali karena 
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 perbuatan tersebut bisa berdampak buruk. Hal buruk itu sama saja 
dengan Fitnah. 
Memfitnah adalah menuduh dan menyatakan orang lain 
melakukan sesuatu keburukan, padahal orang itu tidak melakukan hal 
yang dituduhkan kepadanya itu. Memfitnah merupakan penyakit dan 
penyelewengan lidah yang sangat membahayakan, karena ia akan 
menyebabkan tuduhan bahkan bisa mencemarkan nama baiknya. Oleh 
karena itu Islam menyatakan bahwa fitnah itu lebih kejam bahanya dari 
pembunuhan. Hal itu wajar karena fitnah bisa menyebabkan keresahan, 
ketidak harmonisan, saling mencurigai, dan tidak adanya rasa saling 
percaya antar anggota masyarakat, sehingga ahirnya menyebarlah rasa 
ketidaktentraman dalam masyarakat, bangsa dan Negara.
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Firman Allah dalam surat Al-Baqarah 217 : 
           ْ:ْةارقبلا(712) 
Artinya : “Dan berbuatlah fitnah lebih besar (dosanya) daripada 
membunuh” (QS.Al-Baqarah : 217)47 
 
Dari penjelasan di atas bahwasanya Islam sangat melarang 
adanya fitnah, dan menganjurkan bahwa setiap umat manusia haruslah 
berkata baik dan tidak menyebar kebohongan. Dalam sebuah hadist 
ma‟tsur seseorang sahabat yang bernama Al-fuadhail bin „Iyadh berkata 
: “berfikirlah terlebih dahulu baru kemudian berbuat, sebelum kalian 
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 menyesal. Janganlah kalian tertipu oleh kehidupan dunia, karena 
keutuhannya akan senantiasa terbagi-bagi, kebaruannya akan memudar, 
kenikmatannya rusak, dan keremajaannya akan menjadi pikun dan lanjut 
usia”. 
b. Macam-Macam Fitnah 
 
Fitnah merupakan hal yang sangat dilarang oleh Allah SWT 
karena dapat menyebabkan perpecahan bagi umat manusia. Diri manusia 
tidak dapat menghindari fitnah yang di tentukan Allah untuknya. Barang 
siapa yang bersungguh sungguh dan bertekad hingga ia tidak tergelincir 
kedalam fitnah tersebut, maka Allah Swt menunjukkan kepadanya jalan 
menuju kemenangan di ahirat.
48
 Allah Swt berfirman, 
                      
ْ:ْتوبكنلأا(99) 
Artinya : “Dan orang-orang yang berjihad untuk (mencari keridhaan) 
kami, benar- benar akan kami tunjukkan kepada mereka 
jalan-jalan kami. dan Sesungguhnya Allah benar-benar 
beserta orang-orang yang berbuat baik”. (QS. Al-Ankabuut : 
69)
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Adapun beberapa macam fitnah menurut Nabi Muhammad SAW 
yang kita mohonkan perlindungan kepada Allah, yaitu : 
1) Fitnah Kubur dan Neraka. 
2) Fitnah Kehidupan dan Kematian. 
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 3) Fitnah Dajjal.50 
Fitnah Kubur dan Neraka yaitu siksa yang dirasakan di alam 
kubur dan siksa yang pedih di neraka. Fitnah ini adalah bencana besar 
bagi manusia yang ketika hidup di dunia tidak mau beriman kepada 
Allah dan hari ahir.  
3. Penyebab dan Dampak Negatif Fitnah 
a. Penyebab Fitnah 
Dari makna makna fitnah yang terdapat dalam kehidupan 
masyarakat, maka tanpa memperhatikan kenyataan bahwa fitnah adalah 
manifestasi dari perbuatan dosa, fitnah terkait langsung kepada 
spiritualitas manusia. Fitnah adalah tanda dari penyakit psikologis dasar 
yang berbahaya dan harus dicari dalam bidang spiritual dan psikologis. 
Penyebab terjerumusnya seseorang ke dalam fitnah yaitu : 
1) Kesepian hati menerimanya. 
2) Tenggelam dengan obralan. 
3) Menerima jabatan yang tidak mampu dilaksanakannya. 
4) Sibuk berbicara, tanpa bekerja. 
5) Iri hati, dan amarah 
Setiap tindakan individu manapun berasal dari kondisi tertentu 
yang terletak dalam kata hatinya, sebagai hasil dari manifestasi kondisi 
tersebut yaitu lidah, penerjemah perasaan manusia mengucapkan fitnah. 
Salah satu alasan fitnah menyebar luas adalah orang yang memfitnah 
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 tidak memperhatikan terhadap efek sesudahnya yang berbahaya. Manusia 
tidak berfikir dua kali dalam melakukan kejahatan, tanpa perhatian 
kepada pengaruh sesudahnya sehingga menghilangkan kendali manusia 
atas kemampuannya untuk menahan diri dari mengikuti hawa nafsu yang 
tidak menghiraukan pengetahuannya akan realitas mereka yang 
berbahaya. 
Untuk membawa jiwa manusia keluar dari kegelapan menuju 
cahaya, manusia harus memperkuat semua pikiran mulia dalam 
pikirannya untuk melawan gagasan atau inspirasi apapun yang merusak. 
Dengan menjaga lidah seseorang teradap fitnah, maka orang tersebut 
telah mengambil langkah pertama dalam menuju kebahagiaan.
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b. Dampak Negatif Fitnah 
Kerugian yang paling berbahaya dari fitnah adalah pengrusakan 
kepribadian spiritual dari hati nurani orang yang memfitnah. Orang yang 
melanggar jalan alami pikiran mereka akan kehilangan keseimbangan 
berfikir dan system prilaku mereka yang mulia. Terlebih lagi, 
membahayakan perasaan orang dengan membuka rahasia dan kesalahan 
mereka. 
Fitnah mengalihkan pikiran yang suci ke titik dimana gerbang 
pemikiran dan pemahaman menjadi buntu. Saat pembawa fitnah 
membahayakan masyarakat, maka masyarakat menemukan fitnah telah 
membuat kerusakan besar pada anggotanya. Fitnah memaikan peran yang 
                                                             
51
Sayyid Mujtaba Musawi Lari, Hati: Penyakit dan Pengobatannya, terj. Hadi Prasetyo 
(Jakarta: IKAPI, 2005), 62-65. 
 menghancurkan dalam menghasilkan permusuhan dan kebencian di 
antara anggota-anggota masyarakat yang berbeda. Jika dibiarkan 
menyebar ke bangsa manapun, maka fitnah akan menimbulkan berbagai 
macam akibatnya, yaitu : 
1) Fitnah akan mengambil kejayaan, nama baik, dan menciptakan 
sebuah pertikaian yang tidak dapat di perbaiki di bangsa itu. 
2) Pecahnya persaudaraan, persatuan dan kesatuan dalam masyarakat. 
3) Rasa saling curiga. 
4) Menebarkan kebencian. 
5) Harmoni kehidupan masyarakat terancam rusak 
6) Lahir bibit-bibit kerusuhan yang dikhawatirkan akan menimbulkan 
konflik dalam masyarakat.
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7) Membuat manusia lupa terhadap kebenaran yang sebenarnya. 
8) Menepiskan agama, menghilangkan akal. 
9) Tidak mendengar nasehat 
Nilai-nilai moral yang diajarkan Islam untuk semesta alam ini 
sangatlah mulia, namun nilai-nilai moral tersebut sering diabaikan begitu 
saja. Hanya karena dibakar kedengkian seseorang tega memfitnah 
tetangganya sehingga terjadi pertengkaran dan bagi yang sudah berumah 
tangga bisa jadi diahiri dalam perceraian. Dan karena ambisi untuk 
memperoleh kedudukan yang lebih tinggi, seseorang tega memfitnah 
atasannya sehingga menghancurkan karirnya 
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 4. Cara Menyikapi Fitnah 
Fitnah adalah bencana yang mempunyai banyak makna yang dapat 
menimpa kehidupan manusia, baik dari segi makna cobaan maupun siksaan 
dari perbuatan manusia. Beberapa nilai yakni diantaranya kedailan, 
kejujuran, amanah, kesetaraan manusia tanpa membedakan gender, 
menghormati atas keyakinan agama orang lain dan sebagainya,
53
 
merupakan bentuk dari pencegahan fitnah. Adapun beberapa cara yang 
dapat dicoba untuk menyikapi fitnah : 
a. Sabar 
Sabar merupakan salah satu tiang iman dan juga salah satu 
komponen budi pekerti mulia yang harus dimiliki oleh seorang muslim. 
Syarif Ali bin Muhammad Al-Jurjani dalam Kitab Al-Ta‟rifat 
memberikan definisi sabar sebagai meninggalkan rintihan dan 
pengaduan terhadap penderitaan yang dialaminya.
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Dalam pengertian umum yang dimaksud dengan sabar bukan 
berarti menyerah begitu saja dengan keadaan, akan tetapi berikhtiar 
sampai berhasilnya suatu cita cita dengan ketetapan hati yang teguh. 
Para ahli di filsafat islam memperluas kajian sabar, yaitu bersikap sabar 
diantaranya : 
1) Sabar disaat mendapat musibah 
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 Musibah ditimpakan Allah kepada hamba-Nya bermacam-
macam bentuknya. Dan musibah itu sebenarnya merupakan sarana 
untuk menguatkan iman. 
2) Sabar dalam konteks Ibadah. 
3) Sabar pada waktu berhadapan dengan maksiat. 
4) Sabar atas kemilaunya duniawi. 
Apabila sabar merupakan kebutuhan dasar bagi umat manusia 
pada umumnya, maka sifat itu jauh lebih menjadi kebutuhan dasar bagi 
orang muslim. Karena iman dalam sisi tertentu jauh lebih berat 
menghadapi sikap menyakitkan, ujian dan cobaan pada harta, diri sendiri 
dan semua miliknya yang berharga. Alam semesta menghendaki mereka 
memiliki musuh musuh yang akan memperdayanya dan menanti nanti 
marabahaya menimpanya. Demikian pula Allah menjadikan iblis sebagai 
musuh Nabi Adam As, Namrudz menjadi musuh Nabi Ibrahim As, 
Firaun menjadi musuh Nabi Musa As dan Abu jahal sebagai musuh Nabi 
Muhammad Saw.
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b. Memohon Ampunan dan Taubat 
Dalam bahasa arab kita sering mendengar kata istighfar, 
maksudnya adalah memohon ampunan atas segala dosa kepada Allah 
Swt, yang di dalamnya memohon agar Allah berkenan melindungi 
dirinya dari perbuatan dosa. Istighfar adalah sesuatu yang penting bagi 
kehidupan manusia, bukan karena dengan istighfar dapat membatasi 
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 manusia dalam melakukan perbuatan tercela dan juga karena Allah Swt 
berulangkali memerintahkan baik melalu firman-firman-Nya dalam Al-
Quran maupun melalui lusan utusan-Nya (Rasulullah Saw).
56
 
Taubat berarti menyesal atas terjadinya suatu dosa, menyesal yang 
disertai upaya dan harapan semoga Allah berkenan memaafkan, 
mengampuni dan menghapus dosa yang telah diperbuat. Istighfar dan 
taubat adalah dua hal yang sangat sering disebutkan secara bersama 
dalam Al-Quran. Setelah memerintahkan istighfar, senantiasa Allah 
menyusulnya dengan memerintahkan bertaubat. 
c. Menjaga Persatuan dan Kesatuan Umat 
Apabila setiap manusia menyadari bahwa dirinya mempunyai asal 
usul yang sama, yaitu keturunan Adam dan Hawa, dan mempunyai 
Tuhan yang sama yaitu Allah Swt, tentu tidaklah sulit menjaga persatuan 
dan kesatuan umat. 
Umat islam sangat lah dilarang untuk bererai berai, saling 
bermusuhan dan sebagainya. Semua umat manusia adalah hakekatnya 
satu umat walaupun berbeda suku, dan bangsa.
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Umat islam adalah umat yang bersaudara. Mereka dituntut 
berjalan membentu kesatuan, bukan perpecahan. Bila yang satu sakit 
maka yang lainnya ikut pula merasakannya, ibarat bangunan, yang satu 
dengan yang lainnya sama sama meguatkan. 
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 Berbicara tentang perwujudan persatuan dan kesatuan, ada 
beberapa langkah strategis yang dapat dilakukan, yaitu memilih 
pemimpin yang beragama islam. Selanjutnya waspada terhadap fitnah 
dan hasut, lalu yang terahir menyelesaikan pertikaian yang timbul di 
kalangan umat. 
d. Memahami Ayat-Ayat Allah 
Kitab suci Al-Quran menyebut alam semesta dan segala sesuatu 
yang ada termasuk manusia, sebagai ayat yaitu tanda tanda kekuasaan 
dari Allah Swt. Sebagai ayat, alam semesta dan jagat raya sesungguhnya 
mempertontonkan kekuasaan dan eksistensi Tuhan.
58
 Allah Swt 
berfrman : 
                           
                  (لافيص:ْتلا35ْ) 
 
Artinya : “Kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda 
(kekuasaan) kami di segala wilayah bumi dan pada diri 
mereka sendiri, hingga jelas bagi mereka bahwa Al Quran 
itu adalah benar. Tiadakah cukup bahwa Sesungguhnya 
Tuhanmu menjadi saksi atas segala sesuatu?” (Q.S. Fussilat: 
53).
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Setiap muslim sangat diperintahkan untuk memahami ayat ayat 
Allah. Menurut Al-Quran, pemahaman itu haruslah mencapai tiga 
tujuan. Pertama, memahami keberadaan alam semesta sebagai ayat (Q.S. 
Al-An‟am, 6-97). Kedua, mengambil pelajaran dan ibarat (Q.S. Al-Nahl, 
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 16: 13). Ketiga, mengenal Allah Swt (Q.S. Al-Nahl 16: 17) dan bertaqwa 
kepada-Nya (Q.S. Yunus, 10: 6).  
Menurut Murata, sebenarnya ada dua jenis ayat yang diperlihatkan 
Tuhan kepada manusia. Pertama, petunjuk serta wahyu Allah Swt yang 
disampaikan kepada Nabi-nabi. Kedua, karya serta ciptaan Allah Swt 
yang berwujud alam semesta dan jagat raya. Dengan begitu, 
sebagaimana setiap sepotong kayu atau firman disebut dengan ayat. 
Maka demikian juga setiap dan sejengkal dari alam raya adalah ayat.
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Setiap muslim sesungguhnya diperintahkan oleh Allah untuk 
memahami dan mencerna serta mencari suatu kebenaran dari ayat diatas. 
Kebenaran yang didapat dari ayat diatas diyakini tidak akan mengalami 
kontradiksi, karena berasal dari sumber yang sama, yaitu Allah Swt 
sebagai sumber segala kebenaran. 
e. Itiqomah dan Mawas Diri 
Ada beberapa alternatif yang dicanangkan untuk menghadapi 
berbagai macam strategi musuh yang bermaksud menghancurkan islam. 
Ada yang menonjolkan masalah dari pentingnya persatuan umat, 
pembentukan jamaah dan imamah serta melaksanakan dengan 
konsekuen semua petunjuk dasar ajaran Islam di dalam Al-Quran. 
Semua upaya itu pasti dapat ditempuh. 
Ada tiga macam sikap yang harus diamalkan oleh umat islam 
dalam menghadapi tantangan dan pergeseran moral yang terjadi di 
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 kalangan umat Islam. Pertama, membentuk pribadi yang penuh 
pendirian serta tidak goyah bila dibujuk rayu. Muslim seperti ini disebut 
dalam islam Istiqomah. Nabi Muhammad Saw diperintahkan Allah 
untuk mempermaklumkan kepada manusia bahwa beliau manusia seperti 
yang lainnya, hanya saja yang mendapat wahyu dan beliau memegang 
akidah dan sangat berisiqomah kepada-Nya. Kedua, menyiapkan 
generasi yang dadanya penuh dengan cahaya keimanan yang siap 
membela islam dan kebenaran wahyu Ilahi dan selalu melakukan 
tindakan preventif, memelihara diri dari anasir yang diancam malapetaka 
atau api neraka. Nabi Ibrahim memberi teladan kepada kita semua untuk 
terus berdoa kepada Allah Swt agar menjauhkan diri dari tingkah laku 
menyembah berhala dan perintah memelihara diri dan keluarga dari api 
neraka. Ketiga, mempu menjadikan diri kita sebagai pantuan dan telatan 
kepada orang lain, kepada anak dan istri, tetangga, saudara dll. Karena 
nabi Muhammad Saw diutus Allah untuk menjadi teladan bagi umat 
manusia dimana keteladannya adalah disiplin, ulet, sabar, bersih, 
mencintai ilmu, sangat penuh toleransi, saling mengasihi dan cinta 
persatuan. 
f. Introspeksi Diri 
Introspeksi dapat dipahami sebagai evaluasi internal, yaitu 
mengkoreksi diri dari kesalahan, karenanya merupakan tindakan yang 
sangat dianjurkan dan terpuji. Introspeksi sangat menjadi penting karena 
 setiap individu berpeluang serta berpotensi untuk melakukan hal yang 
salah dan khilaf.
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Ada 3 hal yang perlu diperhatikan oleh orang orang beriman. 
Pertama, bertaqwa kepada Allah Swt. Taqwa sebagai sikap hati hati dari 
akibat akibat buruk yang terkandung didalam makna introspeksi diri. 
Kedua, kita disuruh untuk berfikir jangka panjang dan jauh menatap 
kedepan. Rencana tentang masa depan ini harus didasarkan pada hasil 
evaluasi terhadap berbagai program dan aktivitas kita pada masa yang lalu. 
Jadi ini terdapaat juga pesan untuk introspeksi diri. 
Ketiga, harus menyadari bahwa Allah swt tidak tidur dan 
melakukan pengawasan terhadap semua aktivitas kita. Disini juga 
terkandung makna introspeksi diri. 
Imam Algazali melalui kitabnya Ihya Ulum al-Din, menganjurkan 
agar introspeksi diri dilakukan berkenaan dengan dua hal berikut ini: 
Pertama, introspeksi terhadap kewajiban yang telah ditetapkan oleh 
Allah SWT. Disini menurut Algazali bila seseorang ternyata telah 
melalaikan suatu kewajiban maka ia harus segera menggantui dan 
menambahnya dengan berbagai kebijakan lain. 
Kedua, introspeksi terhadap dosa-dosa. Dalam kaitan ini, seseorang 
harus mengingat dan menyadari dosa dosa yang pernah dilakukan untuk 
kemudian bertaubat. Ia harus menyesali dosa dosanya itu dan harus 
berjanji kepada dirinya sendiri untuk tidak akan melakukannya lagi. 
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 4) Tinjauan Pustaka 
Tinjauan Pustaka merupakan bagian yang memuat uraian secara 
sistematis tentang hasil penulisan terdahulu (preliminary reasearch) tentang 
persoalan yang akan dikaji dalam skripsi. 
Setelah melakukan penelusuran di perpustakaan UIN Raden Intan 
Lampung, penulis belum menemukan judul yang sama. Namun melalui 
penelusuran yang dilakukan penulis terhadap sejumlah penulisan karya 
ilmiah, penulis menemukan beberapa tema yang senada dengan penulisan ini, 
antara lain: 
A. Yudha Prawira dengan judul skripsi “Upaya Kepolisian Dalam 
Menanggulangi Kejahatan Ujaran Kebencian Berdasarkan Surat Edaran 
Kapolri Nomor SE/06/X/2015” didalam skripsi tersebut menjelaskan bahwa 
Upaya kepolisian dalam penanggulangan kejahatan ujaran kebencian (hate 
speech) berdasarkan surat edaran Kapolri No SE/06/X/2015 antara lain ialah 
upaya non penal (preventif dan pre- emtif) dan upaya penal (represif). Namun 
yang diutamakan dalam penyelesaian dan penanggulangan kejahatan ujaran 
kebencian ini yaitu upaya preventif dan pre-emtif yang dilakukan kepolisian 
dalam menanggulangi kejahatan ujaran kebencian antara lain yaitu, 
melakukan sosialisasi atau pemberian arahan atau penyuluhan-penyuluhan 
kepada masyarakat mengenai pengertian ujaran kebencian (hate speech), itu 
sendiri beserta dampak yang ditimbulkan, bekerja sama dengan masyarakat 
untuk bersama-sama mencegah dan menanggulangi tindak pidana / kejahatan 
Ujaran Kebencian (hate speech) dan melibatkan tokoh masyarakat, tokoh adat, 
tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama dalam melakukan 
 penanggulangan tindak pidana/kejahatan ujaran kebencian (hate speech) agar 
dapat meminimalisir terjadinya hal tersebut.
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Penelitian selanjutnya pernah dilakukan oleh Adreanus Sapta Anggara 
Pamungkas tahun 2016 tentang “Perspektif HAM Pada Surat Edaran Kapolri 
Nomor SE/06/X/2015 Dalam Penanganan Penyebaran Ujaran Kebencian 
Melalui Media Sosial”. Didalam jurnal tersebut penulis menyatakan bahwa 
substansi dari Surat Edaran Kapolri (SE) Nomor: SE/06/X/2015 Tentang 
Penanganan Ujaran Kebencian berdasarkan redaksi isi muatan menununjukan 
indikator sumit, didalam surat edaran, arti ujaran kebencian dimaknai dalam 
bentuk penghinaan, pencemaran nama baik, penistaan, pe nghasutan, 
provokasi, perbuatan tidak menyenangkan dan berita bohong. Ujaran 
Kebencian tersebut didasarkan pada golongan suku, agama, aliran 
kepercayaan, ras, etnis dan orientasi seksual. Substansi dari Surat Edaran 
Kapolri Nomor SE/06/X/2015 Tentang Penanganan Ujaran Kebencian apabila 
dilihat dari sudut pandang isi materinya belum diatur secara jelas untuk 
menanggulangi penebaran ujaran kebencian, hal ini terkait dengan unsur-
unsur kebencian. Apabila dicermati sebenarnya unsur-unsur kebencian 
sangatlah abstrak sebab kebencian ada didalam perasaan yang tidak terlihat 
jelas. Kebencian tidak dapat dilihat, tetapi akibat  dari kebencian yang dapat 
dilihat secara jelas.
63
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 BAB III 
UNDANG – UDANG NO.19 TAHUN 2016 (INFORMASI DAN 
TRANSAKSI ELEKTRONIK) TENTANG PENYEBAR KEBENCIAN DI 
JEJARING SOSIAL 
 
A. Undang-Undang ITE di Indonesia 
UU ITE (Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektroknik) mulai 
dirancang sejak maret 2003 karena saat itu mulai muncul berbagai macam 
kejahatan yang terjadi di dalam penggunaan internet. Pemerintah melalui 
Kementrian Negara Komunikasi dan Informasi (KOMINFO) merancang 
sebuah undang-undang yang mengatur seluruhaktifitaspenggunaandanregulasi-
regulasidalambidangITEguna mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan 
buruk yang dapat ditimbulkan oleh internet.
64 
Pada tanggal 5 September 2005 secara resmi presiden Susilo Bambang 
Yudhoyono menyampaikan Rancangan Undang-undang Informasi dan 
Transaksi Elektronik (RUU ITE) kepada DPR melalui surat 
No.R/70/Pres/9/2005, dan menunjuk Menteri Komunikasi dan Informatika dan 
Menteri Hukum dan Hak Azazi Manusia sebagai perwakilan pemerintah dalam 
pembahasaan RUU dengan DPR-RI. Merespon surat yang dikirim oleh 
presiden kepada Dewan Perwakilan Rakyat, maka DPR-RI membentuk panitia 
khusus (PANSUS)RUU ITE yang beranggotakan 50 orang dari 10 fraksi di 
DPR-RI.
65 
Pansus RUU ITE mengadakan 13 kali Rapat Dengar Pendapat Umum 
(RDPU) untuk menyusun Daftar Invetaris Masalah (DIM) dengan berbagai 
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 pihak, antara lain perbankan, Lembaga Sandi Negara, operator telekomunikasi, 
aparat penegak hukum dan kalangan akademisi. Akhirnya pada bulan 
Desember 2006 Pansus DPR-RI menetapkan Daftar Inventaris Masalah (DIM) 
sebanyak 287 DIM RUUITE yang berasal dari 10 fraksi yang tergabung di 
dalam Pansus bentukan DPR-RI.
66
 
Setelah Daftar Inventaris Masalah (DIM) RUU ITE ditetapkan 
selanjutnya perwakilan pemerintah dengan DPR-RI melakukan pembahasan 
dan kajian pada tanggal 24 Januari 2007 sampai 6 Juni 2007. Lalu dari tanggal 
29 Juni 2007 hingga 31 Januari 2008 pembahasan RUU ITE dalam tahapan 
pembentukan dunia kerja (PANJA). Sedangkan pembahasan RUU ITE tahap 
Tim Perumus (TIMSUS) dan Tim Sinkronisasi (TIMSIN) yang berlangsung 
sejak tanggal 13 Februari 2008 sampai 13 Maret 2008. 
Pada tanggal 18 Maret 2008 merupakan naskah akhir UU ITE dibawa ke 
tingkat II sebagai pengambilan keputusan. 15 Maret 2008, 10 fraksi menyetujui 
RUU ITE menjadi Undang-Undang. Selanjutnya Presiden Susilo Bambang 
Yudhoyoni menandatangani naskah UU ITE menjadi Undang-Undang 
Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi 
Elektronik.
67 
Pada 21 April 2008 Indonesia telah mengundangkan Undang- Undang 
tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor 11 Tahun 2008 (UU ITE). 
Dalam undang-undang tersebut terdapat beberapa Pasal pidana yang 
merupakan ketentuan tindak pidana khusus disamping berlakunya KUHP 
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 sebagai Undang-undang tindak pidana umum. Selain Pasal-Pasal pidana, 
undang-undang tesebut sekaligus juga mengatur aspek-aspek keperdataan dari 
transaksi elektronik atau e- commerce.
68 
Awalnya UU ITE disusun untuk mendukung pertumbuhan ekonomi di 
Indonesia melalui ekonomi digital dan perdagangan di dunia maya (e-
commerce) di Indonesia. Kemudian di tengah perjalanan terjadi banyak 
polemik dan kasus yang menimbulkan pro-kontra terhadap Pasal-Pasal di UU 
ITE, terutama terkait dengan penggunaan media sosial. Pasal-Pasal tersebut 
dianggap mengancam kebebasan berekspresi pengguna internet. Tujuan utama 
dari revisi UU ITE ini adalah agar dapat menyesuaikan dengan dinamika 
teknologi dan tidak ada pihak yang bisa memanfaatkan UU ITE untuk 
melakukan kriminalisasi pada pihak lain. Revisi UU ITE disahkan oleh DPR RI 
pada tanggal 25 November2016.
69
 
B. Undang-Undang No.19 Tahun 2016 (ITE) 
Pemerintah membuat Undang-undang Repubik Indonesia Nomor 11 
Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Undang-
undang ini bertujuan untuk menjamin kepastian hukum dibidang informasi dan 
transaksi elektronik, mengingat perkembangan teknologi informasi telah 
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 mengakibatkan perubahan-perubahan di bidang ekonomi dan sosial, sehingga 
menyebabkan adanya perkembangan tindak pidana melalui media elektronik.
70
 
Pada tanggal 25 November 2016 telah diundangkan revisi UU ITE yang 
baru dengan nomor UU No.19 tahun 2016. Sesuai dengan pasal 87 UU No.12 
tahun 2011 yang menyatakan “Peraturan Perundang-udangan mulai berlaku 
dan mempunyai kekuatan mengikat pada tanggal diundangkan, kecuali 
ditentukan lain didalam Perundang-undangan yang bersangkutan”, maka 
semenjak 25 November 2016 itu UU No.19 tahun 2016 memiliki kekuatan 
hukum dan setiap rakyat Indonesia dianggap tahu dan wajib melaksanakannya. 
UU No.19 tahun 2019 yang berasal dari persetujuan bersama dalam rapat 
paripurna antara DPR dan Pemerintah pada tanggal 25 November 2016 tersebut 
memiliki amat penting bagi masyarakat agar membangun etika dalam 
penggunaan media sosial sehingga lebih berhati hati dalam menggunakannya.
71
 
Didalam UU No.19 tahun 2016 ini pula masyarakat dilarang membuat 
dan menyebarkan informasi yang memiliki sifat tuduhan, fitnah, maupun Sara 
yang mengundang kebencian. Dalam UU ini pula diatur bahwa yang bisa 
dijerat bukan hanya yang membuat, tapi justru juga yang mendistribusikan dan 
mentrasmisikannya, sehingga kiranya perlu untuk para pengguna media sosial 
selalu beretika, hal ini agar pengguna media sosial tidak mudah menyebarkan 
informasi yang bisa menimmbulkan kebencian dan tuduhan terhadap kelompok 
tertentu. 
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Undang-undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 
11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. 
 C. Asas dan Tujuan Undang-undang (ITE) 
Undang-undang tentang penyebar kebencian dibuat karena adanya 
beberapa asas dan tujuan agar melindungi kepentingan masyarakat umum. 
Berikut adanya asas dan tujuan dibentuknya Undang-undang penyebar 
kebencian : 
1. Asas 
Pemanfaatan teknologi (Informasi dan Transaksi Elektronik) 
dilaksanakan berdasarkan asas kepastian hukum, manfaat, kehati-hatian, 
iktikat baik dan kebebasan memilih teknologi atau netral teknologi. 
2. Tujuan 
Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik 
dilakssanakan dengan tujuan untuk : 
a. Mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai bagian dari informasi dunia. 
b. Mengembangkan perdagangan dan perekonomian nasional dalam 
rangka meningkatkan kesejahtraan masyarakat. 
c. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan public. 
d. Membuka kesempatan seluas-luasnya kepada setiap orang untuk 
memajukan pemikiran dan kemampuan dibidang penggunaan dan 
pemanfaatan Teknologi Informasi seoptimal mungkin dan bertanggung 
jawab. 
 e. Memberikan rasa aman, keadilan dan kepastian hukum bagi pengguna 
dan penyelenggara Teknologi Informasi.
72
 
D. Sudut Pandang Undang-Undang ITE Tentang Penyebar Kebencian 
Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, tetapi 
tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, teleks, huruf, 
tanda angka, kode, symbol atau perforasi yang telah memiliki arti atau dapat 
dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Transaksi elektronik adalah 
perbuatan hukum yang dilakukan dengan melakukan computer, jaringan 
computer, dan atau media elektonik lainnya.
73
 
Semakin berkembangnya kejahatan dalam masyarakat, sehingga hukum 
juga harus berkembang agar fungsinya sebagai pemberi rasa aman terpenuhi, 
dengan adanya undang-undang ini maka diharapkan masyarakat takut untuk 
melakukan kesalahan, bertanggung jawab atas segala kerugian dan konsekuensi 
yang timbul, dalam undang-undang ITE pihak yang bertanggung jawab atas 
segala akibat hukum adalah pelaksana transaksi elektronik. 
Penyebar kebencian merupakan tindakan yang bermotif jahat yang 
mengekspresikan diskriminasi, intimidasi, penolakan, praduga seseorang atau 
sekelompok yang berkaitan dengan isu gender, ras, agama, etnik, warna dan 
kemampuan atau orientasi seksual. Secara hukum, penyebaran kebencian bisa 
dimintai pertanggung jawaban karena merupakan tindakan kejahatan. 
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Lihat Pasal 1 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor 19 tahun 
2016. 
 Media sosial merupakan salah satu bentuk media yang baru dan menjadi 
fenoomena di Indonesia. Perkembangan adanya berbagai media sosial ini juga 
ada dampak yang muncul di masyarakat. Secara konsep, media sosial memiliki 
peran mendasar yaitu untuk berbagi informasi, forum diskusi dan komunitas 
virtual. Peran dasar tersebut memiliki sifat yang terbuka, partisipasif, 
mendorong percakapan, komunitas dan menghubungkan antar penggunanya. 
Masyarakat yang mengunakan media sosial ahirnya menjadi produsen 
informasi, menyajikan ruang yang terbuka untuk diskusi dan merespon 
informasi serta menghasilkan komunitas virtual.
74
 
Pertumbuhan antara banyaknya jumlah pengguna media sosial juga 
semakin banyak juga ujaran kebencian tesebar di media sosial. Karakter media 
sosial bagi penggunanya itu sangat bebas. Apa yang ditampilkan di media 
sosial, belum tentu kenyataan penggunanya sama persis. Jika seseorang dalam 
sehari-harinya pendiam, santun, tetapi tidak di akun media sosialnya. Ia 
menjadi  kasar, jahat, dan membuat provokasi penyebar kebencian. Pengguna 
media sosial bisa bebas memakai kebaikan, kebenaran, keindahan, keburukan 
dan sebagainya. 
E. Pengaturan Tindak Pidana Dan Sanksi Pidana Dalam UU ITE Tentang 
Penyebar Kebencian 
Pengaturan tentang penyebaran informasi yang menimbulkan rasa 
kebencian dan isu SARA diatur dalam Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang 
Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pasal 28 
                                                             
74
Suko Widodo, Literasi Digital Sebagai Strategi Merespon Ujaran Kebencian(Hate 
Speech) di Media Sosial, dikutip dari (On-line) http://news.unair.ac.id/2017/04/12/literasi-digital-
sebagai-strategi-merespon-ujaran-kebencian-hate-speech-di-media-sosial/. (26 Agustus 2019). 
 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 : “Setiap orang dengan 
sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk 
menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok 
masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antar golongan 
(SARA)”.75 
Unsur-unsur tindak pidana dalam Pasal 28 ayat (2) UU ITE adalah 
Kesalahan dengan sengaja, artinya pembuat menghendaki untuk menyebarkan 
informasi yang bertujuan untuk menimbulkan rasa kebencian dan permusuhan. 
Berikut penjelasan tentang pasal 28 ayat 2 UU ITE : 
1. Sengaja artinya pembuat menghendaki untuk menyebarkan berita bohong 
dan menyesatkan, dan menghendaki atau setidaknya menyadari timbul 
akibat kerugian konsumen dalam transaksi elektronik.
 
2. Dan pembuat juga mengerti bahwa yang dilakukannya itu tidaklah 
dibenarkan, dan mengerti informasi yang disebarkan berisi informasi yang 
bertujuan menimbulkan rasa benci danpermusuhan; 
3. Melawan hukum : tanpa hak, sifat melawan hukum dirumuskan dengan 
frasa “tanpa hak” bercorak dua, objektif dan subjektif. Corak objektif, ialah 
sifat dicelanya perbuatan tersebut diletakkan pada penyebaran informasi 
yang bertujuan untuk menimbulkan rasa kebencian dan permusuhan. 
Sementara bercorak subjektif, terletak pada kesadaran pembuat tentang 
dicelanya perbuatan semacam itu oleh masyarakat yang di formalkan dalam 
Undang-Undang; 
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 4. Perbuatan :menyebarkan; 
5. Objek :Informasi; 
6. Tujuan : untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu 
dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas 
suku,agama,ras,danantargolongan(SARA).
76
 
Bagi siapapun yang melanggar ketentuan dari Pasal 28 ayat 2 Undang-
Undang ITE Nomor 19 Tahun 2016 akan dikenai pidana penjara 6 tahun dan 
denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu miliyar rupiah).
77
 
Disamping pasal 28 ayat 2 UU ITE yang menjelaskan tentang penyebar 
kebencian, ada beberapa pasal yang juga dalam Undang-undang No.19 ITE 
yang membahas tentang pencemaran nama baik dan menyebarkan berita 
bohong, yaitu : 
1. Pasal 27 ayat 3 UU ITE 
Pengaturan tentang pendistribusian informasi elektronik yang 
memiliki muatan penghinaan diatur dalam Pasal 27 ayat (3) Undang-
Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi 
Elektronik. Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 : 
“setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau 
mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi 
Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan 
penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”.Bagi siapapun yang 
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 melanggar ketentuan dari Pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE Nomor 19 
Tahun 2016 akan dikenai pidana penjara 4 tahun dan denda sebesar Rp 
750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah). 
2. Pasal 28 ayat 1 UU ITE 
Pengaturan tentang penyebaran informasi ataupun berita bohong 
diatur dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 
Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pasal 28 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 19 Tahun 2016 : “setiap orang dengan sengaja dan tanpa 
hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan 
kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik”.Bagi siapapun yang 
melanggar ketentuan dari Pasal 28 ayat 1 Undang-Undang ITE Nomor 19 
Tahun 2016 akan dikenai pidana penjara 4 tahun dan denda sebesar Rp 
750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).
78
 
F. Contoh Kasus Penyebaran Kebencian 
Masalah penyebar/ujaran kebencian yang mucul dan terjadi adalah kasus 
yang sangat hangat dan menjadi perbincangan di lingkungan masyarakat. Dan 
dalam beberapa waktu ini  banyak sekali kasus yang terjadi dan menyebar luas 
dikarenakan factor kecanggihan dari teknologi serta adanya media social yang 
dengan sangat mudah menyebar luaskan informasi. Kondisi ini dimanfaatkan 
oleh orang yang tidak bertanggung jawab guna menebarkan kebencian untuk 
menyerang orang lain demi kepentingan dirinya ataupun kelompoknya. Berikut 
beberapa contoh kasus yang berkaitan dengan penyebar kebencian : 
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 1. Kasus Ahmad Dhani 
Kasus Ahmad dhani bermula dari laporan yang diajukan Jack Boyd 
Lapian. Jack yang mengklaim sebagai pendukung Basuki Tjahaja Purnama 
(ahok) ini melaporkan unggahan dhani di akun twiiter 
@AHMADDHANIPRAST. Ia menilai kicauan Dhani di twitter berisi 
kebencian. Dalam akun tersebut Dhani menulis “siapa saja yang dukung 
penista agama adalah bajingan yang perlu diludahi mukanya”. Perlu diingat 
Dhani sendiri adalah pendukung dari capres Prabowo kala itu. Dalam kasus 
ini jaksa penuntut umum mendakwa Ahmad Dhani dengan Pasal 45A ayat 
2 juncto Pasal 28 ayat 2 Undang Undang no 19 tahun 2016 tentang 
Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 Kitab 
Undang undang Hukum Pidana. Ahmad Dhani divonis 1 tahun 6 bulan 
penjara. Postingan Ahmad Dhani tersebut dinilai dapat menimbulkan rasa 
kebencian atau permusuhan individu dan ataukelompok masyarakat tertentu 
berdasarkan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).
79
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limpahkan-berkas-kasus-ahmad-dhani-pekan-ini/ (13 November 2019) 
 2. Kasus Buni Yani 
Buni Yani dianggap telah melakukan penyebaran rasa kebencian di 
media sosial melaui akun facebooknya. Buni Yani menyebarkan sebuah 
video tentang pidato Ahok di kepulauan seribu yang pada pidatonya ahok 
menafsirkan ayat yang salah Surat Al-Maidah 51. Akibat dari penyebaran 
video tersebut, sebagian umat muslim merasa agama islam telah di 
lecehkan oleh Ahok yang pada ahirnya terjadi demo yang menuntut ahok 
untuk di penjara atas dugaan penistaan agama.Dampak dari perbuatan 
penyebaran video tersebut Buni Yani dianggap telah melakukan 
penyebaran rasa kebencian di media social yang menyebabkan dirinya 
dijerat pasal 28 ayat (2) UU ITE dan divonis 18 bulan penjara. Namun pada 
keterangannya Buni Yani mengatakan bahwa tujuan dari menyebarkan 
video tersebut adalah mengajak pengguna media social untuk berdiskusi, 
bukan untuk menyebarkan rasa kebencian yang mengandung unsur 
SARA.
80
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 3. Kasus Yusniar Pencemaran Nama baik 
Yusniar (27), seorang ibu rumah tangga asal Tamalate Makasar, 
Sulawesi Selatan, harus duduk di kursi persakitan. Dia diseret ke meja hijau 
karena dianggap mencemarkan nama baik anggota DPRD Jenoponto, 
Sudirman Sijaya melalui status akun facebooknya.
81
 
Kasus ini bermula pada 13 maret 2016, saat itu ada 100 orang yang 
datang kerumah Yuniar. Mereka bermaksud membongkar rumah itu karena 
di klaim sebagai warisan sah ayah tiri Yuniar. Saat hal itu terjadi Yuniar 
mendengar “saya anggota DPRD, saya pengacara robohkan saja rumah 
ini”, namun hal itu tidak terjadi karena dicegah oleh anggota keluarga 
Yuniar. Akibatnya dengan kekesalannya Yuniar menuliskan status di akun 
facebooknya “Alhamdulillah ahirnya selesai urusan dengan pengacara 
bodoh, kok mau membela orang salah, padahal kenyataannya itu tanah 
orang tua saya, pergi kalian mengganggu saja”. 
 
 
Status di facebook itu membuat Sudirman dan pengacaranya 
tersinggung dan melaporkan Yuniar dengan tuduhan pencemaran nama 
baik. Ahirnya Yuniar dikenakan sanksi Pasal 45 ayat 1 jo Pasal 27 ayat 3 
UU ITE NO.19/2016 Tentang ITE dengan hukuman 5 bulan penjara. 
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 BAB IV 
ANALISIS 
 
Setelah penulis menguraikan pembahasan skripsi ini pada bab-bab 
sebelumnya, maka pada bagian ini penulis akan menganalisis yakni tentang 
Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Undang-Undang No.19 Tahun 2016 (ITE) 
Tentang Penyebar Kebencian di Jejaring Sosial Yang Menyebabkan Fitnah.  
A. Penyebar Kebencian Di Jejaring Sosial Menurut Undang-Undang No.19 
Tahun 2016 (ITE) 
Pada tanggal 25 November 2016 telah diundangkan revisi UU ITE yang 
baru dengan nomor UU No.19 tahun 2016. Sesuai dengan pasal 87 UU No.12 
tahun 2011 yang menyatakan “Peraturan Perundang-udangan mulai berlaku 
dan mempunyai kekuatan mengikat pada tanggal diundangkan, kecuali 
ditentukan lain didalam Perundang-undangan yang bersangkutan”, maka 
semenjak 25 November 2016 itu UU No.19 tahun 2016 memiliki kekuatan 
hukum dan setiap rakyat Indonesia dianggap tahu dan wajib 
melaksanakannya. UU No.19 tahun 2019 yang berasal dari persetujuan 
bersama dalam rapat paripurna antara DPR dan Pemerintah pada tanggal 25 
November 2016 tersebut memiliki amat penting bagi masyarakat agar 
membangun etika dalam penggunaan media sosial sehingga lebih berhati hati 
dalam menggunakannya. 
Didalam UU No.19 tahun 2016 ini pula masyarakat dilarang membuat 
dan menyebarkan informasi yang memiliki sifat tuduhan, fitnah, maupun Sara 
yang mengundang kebencian. Dalam UU ini pula diatur bahwa yang bisa 
dijerat bukan hanya yang membuat, tapi justru juga yang mendistribusikan 
 dan mentrasmisikannya, sehingga kiranya perlu untuk para pengguna media 
sosial selalu beretika, hal ini agar pengguna media sosial tidak mudah 
menyebarkan informasi yang bisa menimmbulkan kebencian dan tuduhan 
terhadap kelompok tertentu 
Pengaturan dan Sanksi tindak pidana UU ITE ini pun sangat tegas, 
berikut : 
1. Pasal 27 ayat 3 UU ITE 
Pengaturan tentang pendistribusian informasi elektronik yang 
memiliki muatan penghinaan diatur dalam Pasal 27 ayat (3) Undang-
Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi 
Elektronik. Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 : 
“setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau 
mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi 
Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan 
penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”. Bagi siapapun yang 
melanggar ketentuan dari Pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE Nomor 19 
Tahun 2016 akan dikenai pidana penjara 4 tahun dan denda sebesar Rp 
750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah). 
2. Pasal 28 ayat 1 UU ITE 
Pengaturan tentang penyebaran informasi ataupun berita bohong 
diatur dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 
Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pasal 28 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 19 Tahun 2016 : “setiap orang dengan sengaja dan tanpa 
 hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan 
kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik”. Bagi siapapun yang 
melanggar ketentuan dari Pasal 28 ayat 1 Undang-Undang ITE Nomor 19 
Tahun 2016 akan dikenai pidana penjara 4 tahun dan denda sebesar Rp 
750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah). 
3. Pasal 28 ayat 2 UU ITE 
Pengaturan tentang penyebaran informasi yang menimbulkan rasa 
kebencian dan isu SARA diatur dalam Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang 
Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pasal 
28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 : “Setiap orang 
dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan 
untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau 
kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan 
antar golongan (SARA)”. Bagi siapapun yang melanggar ketentuan dari 
Pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE Nomor 19 Tahun 2016 akan dikenai 
pidana penjara 6 tahun dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu miliyar 
rupiah). 
 
4. Jo. Pasal 45 ayat 2 UU ITE 
Pengaturan tentang semua unsur di dalam pasal 27 ayat 1, ayat 2, 
ayat 3, dan ayat 4 diatur dalam Jo. Pasal 45 ayat 2 Undang-Undang Nomor 
19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Jo.Pasal 45 
ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 : “setiap orang yang 
memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat 1, ayat 2, 
 ayat 3, dan ayat 4”. Bagi siapapun yang melanggar ketentuan dari 
Jo.Pasal 45 ayat 2 Undang-Undang ITE Nomor 19 Tahun 2016 akan 
dikenai pidana penjara 6 tahun dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu 
miliyar rupiah). 
Contoh kasus adalah kasus Ahmad Dhani yang juga sama dituduh 
menyebarkan kebencian di akun jejaring sosial twitter nya. Dalam akunnya itu 
berisi ciutan “siapa saja yang dukung penista agama adalah bajingan yang 
perlu diludahi mukanya”. Ahmad Dhani dikenai sanksi pidana Pasal 45A ayat 
2 juncto Pasal 28 ayat 2 Undang Undang no 19 tahun 2016 tentang Informasi 
dan Transaksi Elektronik (ITE) juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 Kitab Undang 
undang Hukum Pidana dan divonis hukuman 1 Tahun 6 bulan penjara. 
Masih banyak contoh kasus seperti diatas, sebelum terjadinya lagi kasus 
seperti diatas perlu adanya pencegahan untuk tidak meneruskan kasus yang 
sama terjadi. Penanganan preventif dan represif adalah sebuah langkah yang 
tepat dan efektif untuk mencegah tindak penyebaran kebencian di tengah 
masyarakat umum, apabila langkah langkah tersebut masih belum bisa 
menangani masalah ini maka solusi terahirnya adalah diberlakukannya pen 
jeratan pasal tindak pidana. 
B. Pandangan Fiqh Siyasah Terhadap Undang – Undang No.19 Tahun 2016 
(ITE) Tentang Penyebar Kebencian di Jejaring Sosial 
Pembuatan Undang-Undang No.19 tahun 2016 (ITE) tentang penyebar 
kebencian di jejaring sosial sudah bermaksud baik untuk mencegah terjadinya 
penyebar kebencian, namun pasal ini dapat menyebabkan dan memicu 
 terjadinya fitnah karena masih multitafsir dalam penjabaran tentang penybar 
kebencian. Dalam islam adanya firman Allah Swt tentang larangan 
fitnah/tuduhan, yakni : 
                                 
                                       
       : ةارقبلا(191) 
“Dan Bunuhlah mereka di mana saja kamu jumpai mereka, dan usirlah mereka 
dari tempat mereka Telah mengusir kamu (Mekah); dan fitnah itu lebih besar 
bahayanya dari pembunuhan, dan janganlah kamu memerangi mereka di 
Masjidil Haram, kecuali jika mereka memerangi kamu di tempat itu. jika 
mereka memerangi kamu (di tempat itu), Maka Bunuhlah mereka. 
Demikanlah balasan bagi orang-orang kafir” (QS.Al-Baqarah : 191). 
 
Pandangan fiqh siyasah terhadap Undang-Undang No.19 tahun 2016 
(ITE) tentang penyebar kebencian berbasis sara yang menyebabkan fitnah 
ditinjau isinya. Dalam pembuatan Undang-Undang No.19 tahun 2016 (ITE) 
ini bermaksud untuk tidak membiarkan kasus ujaran kebencian terjadi, yang 
mana ujaran kebencian dilarang oleh hukum Islam. Akan tetapi adanya 
Undang-Undang No.19 tahun 2016 (ITE) ini bisa menjadi boomerang yang 
menimbulkan fitnah di tengah masyarakat umum. 
Menurut al-Maududi, lembaga eksekutif ( Tanfidziyah ) dalam Islam 
dinyatakan dengan istilah ul al-amr dan dikepalai oleh seorang Amir atau 
Khalifah. istilah ul al-amr tidaklah hanya terbatas untuk lembaga eksekutif 
saja melainkan juga untuk lembaga legislatif, yudikatif dan untuk kalangan 
dalam arti yang lebih luas lagi. Namun dikarenakan praktek pemerintahan 
Islam tidak menyebut istilah khusus untuk badan-badan di bawah kepala 
negara yang bertugas meng-execute ketentuan perundang-undangaaan seperti 
 Diwan al-Kharāj (Dewan Pajak), Diwan al-Ahdas (Kepolisian), wali untuk 
setiap wilayah, sekretaris, pekerjaan umum, Diwan al-Jund (militer), sahib al-
bait al-māl (pejabat keuangan), dan sebagainya yang nota bene telah 
terstruktur dengan  jelas sejak masa kekhilafahan Umar bin Khattab maka 
untuk hal ini istilah ul al-amr mangalami penyempitan makna untuk mewakili 
lembaga-lembaga yang hanya berfungsi sebagai eksekutif. Sedang untuk 
Kepala Negara, al-Maududi menyebutnya sebagai Amir dan dikesempatan 
lain sebagai Khalifah. 
Berdasarkan Al-Qur`an dan As-Sunnah, umat  Islam  diperintahkan 
untuk mentaatinya dengan syarat bahwa lembaga eksekutif ini mentaati Allah 
dan Rasul-Nya serta menghindari dosa dan pelanggaran. 
Tindakan Fitnah yang timbul dari adanya undang undang ini karena 
adanya faktor kebencian kepada seseorang kepada orang lain sehingga ia 
berani memfitnah/ menuduh orang tersebut. Jikalau Undang-Undang No.19 
tahun 2016 (ITE) ini lebih tegas lagi dalam isinya , mungkin boomerang fitnah 
ini tidak akan tejadi. 
Hukuman ta‟zīr dapat dijatuhi apabila hal itu dikehendaki oleh 
kemaslahatan umum, meskipun perbuatannya bukan maksiat, melainkan pada 
awalnya mubah. Perbuatan yang termasuk kelompok ini tidak bisa ditentukan, 
karena perbuatan tersebut tidak diharamkan karena zatnya, melainkan karena 
sifatnya.  
Apabila sifat tersebut ada maka perbuatannya diharamkan, dan 
dikenakannya hukuman atas perbuatan tersebut adalah membahayakan atau 
 merugikan kepentingan umum. Apabila dalam suatu perbuatan terdapat unsur 
merugikan kepentingan umum maka perbuatan tersebut dianggap jarīmah dan 
pelaku dikenakan hukuman.  
Akan tetapi apabila dalam perbuatan tersebut tidak terdapat unsur 
merugikan kepentingan umum maka perbuatan tersebut bukan jarīmah dan 
pelakunya tidak dikenakan hukuman. 
Khususnya menurut dalam Jarīmah Ta‟zīr terdapat  bermacam-macam 
hukuman yang ditentukan atau yang telah ditetapkan dan hikmah 
disyariatkannya hukuman Jarīmah Ta‟zīr, antara lain hukuman mati, hukuman 
cambuk, hukuman kawalan, hukuman salib, hukuman ganti rugi, hukuman 
pengucilan dan hukuman peringatan. 
Adapun cara untuk menyikapi terjadinya fitnah ini adalah dengan : 
1. Sabar 
2. introspeksi diri 
3. Memohon Ampunan dan Taubat 
4. Menjaga Persatuan dan Kesatuan Umat 
5. Memahami Ayat-Ayat Allah 
6. Itiqomah dan Mawas Diri 
  
 BAB V 
PENUTUP 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan penjelasan yang telah disampaikan peneliti, ada beberapa 
hal yang dapat menjadi kesimpulan dari bahasan tentang “Tinjauan Fiqh 
Siyasah Tentang Undang-Undang No.19 tahun 2016 Tentang Penyebar 
Kebencian di Jejaring Sosial (Studi Kritis Terhadap UU No.19 Tahun 2016 
Pasal 28 Ayat 2)” adalah sebagai berikut : 
1. Penyebar Kebencian di Jejaring Sosial Menurut Undang-undang No.19 
Tahun 2016 (ITE) adalah menyebarkan informasi yang bertujuan untuk 
menibulkan rasa kebencian, penghinaan/pencemaran nama baik, serta 
menyebarkan berita bohong/hoax. Dalam kasus diatas pelaku kejahatan 
bisa di jerat maksimal 6 tahun penjara dan denda sebesar Rp 
1.000.000.000,- (satu miliyar rupiah). 
2. Tinjauan Fiqh Siyasah terhadap Undang-undang No.19 tahun 2016 tentang 
penyebar kebencian di jejaring sosial adalah jika Undang-undang No.19 
Tahun 2016 (ITE) ini dapat menimbulkan dosa dan pelanggaran maka 
pelaku dapat menerima hukuman ta‟zir. Hukuman ta‟zīr dapat dijatuhi 
apabila hal itu dikehendaki oleh kemaslahatan umum, meskipun 
perbuatannya bukan maksiat, melainkan pada awalnya mubah. Perbuatan 
yang termasuk kelompok ini tidak bisa ditentukan, karena perbuatan 
tersebut tidak diharamkan karena zatnya, melainkan karena sifatnya. 
Apabila sifat tersebut ada maka perbuatannya diharamkan, dan 
dikenakannya hukuman atas perbuatan tersebut adalah membahayakan 
 atau merugikan kepentingan umum. Apabila dalam suatu perbuatan 
terdapat unsur merugikan kepentingan umum maka perbuatan tersebut 
dianggap jarīmah dan pelaku dikenakan hukuman. Akan tetapi apabila 
dalam perbuatan tersebut tidak terdapat unsur merugikan kepentingan 
umum maka perbuatan tersebut bukan jarīmah dan pelakunya tidak 
dikenakan hukuman. 
B. Saran 
Dalam pembuatan Undang-Undang seharusnya pemerintah lebih 
memperhatikan aspek-aspek dalam konteks Fiqh Siyasah, supaya adanya 
Undang-undang tersebut tidak menjadi boomerang fitnah bagi siapa pun. 
Adanya Undang-Undang No.19 tahun 2016 (ITE) ini bisa disebut dengan 
pasal karet dan perlu di pertimbangkan lagi isi dari pasal tersebut. 
Kepada maysarakat diharapkan untuk lebih dewasa dan bijak lagi dalam 
menggunakan jejaring social agar tidak menggunakan jejaring social untuk 
menyebarkan kebencian serta tidak termakan isu isu dan berita bohong yang 
ada. 
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